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ABSTRACT: International air law is a collection of regulations made only by a country, which originates from 
agreements made not only between one country but two or more countries. This agreement can be written and 
implemented, namely by having a common understanding based on history, so that it has become a common habit that 
must be accepted. The research method used is normative juridical. Using problem approaches such as the conceptual 
approach, statutory approach and case approach. Meanwhile, the sources of legal materials used are primary, secondary 
and tertiary sources of legal materials. The collection of legal materials was carried out by means of a literature study, 
then analyzed qualitatively. The results of the research show that the regulations for the shooting down of commercial 
aircraft have been regulated based on International Air Law and the 1944 Chicago Convention article 1 and article 3 bis, 
countries whose airspace is passed by civil aircraft must guarantee the safety of civil aircraft by establishing a no-fly zone 
if something is happening in the country's airspace and it is not possible for civil aircraft to pass through as well as 
providing clear flight navigation so as to guarantee the safety and security of civil aircraft passing through the country's 
airspace. Iran's form of responsibility for shooting down planes in war is regulated in the 1944 Chicago Convention and 
other conventions. Iran must take full responsibility for this shooting because it did not establish a no-fly zone when in 
conflict. In the future, it is necessary to emphasize state responsibility for international civil aviation routes and increase 
cooperation with various parties so that safety and security in international flights can be achieved. 

Keywords: International Air Law; Commercial Airplane Shooting; 1944 Chicago Convention. 

 
ABSTRAK: Hukum udara Internasional merupakan sekumpulan peraturan yang dibuat hanyalah oleh suatu 
negara, yang bersumber pada perjanjian yang dibuat bukan hanya antara satu negara melainkan dua negara 
atau lebih. Perjanjian tersebut dapat tertulis serta terlaksana yakni dengan adanya pengertian bersama 
(common understanding) yang berdasarkan pada sejarah, sehingga sudah menjadi seperti salah satu kebiasaan 
umum yang harus diterima. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menggunakan 
pendekatan masalah seperti pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 
kasus. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan 
tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara 
kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan terhadap penembakan pesawat komersial telah di 
atur berdasarkan Hukum Udara Internasional dan Konvensi Chicago 1944 pasal 1 dan pasal 3 bis, negara yang 
wilayah udaranya dilewati oleh pesawat sipil harus menjamin keselamatan pesawat sipil tersebut dengan cara 
menetapkan zona larangan terbang apabila di wilayah udara negara tersebut sedang terjadi sesuatu dan tidak 
memungkinkan untuk dilewati oleh pesawat sipil serta memberikan navigasi penerbangan yang jelas 
sehingga dapat menjamin keselamatan dan keamanan pesawat sipil yang melewati wilayah udara negara 
tersebut. Bentuk pertanggungjawaban negara Iran terhadap penembakan pesawat dalam perang di atur 
dalam Konvensi Chicago 1944 dan juga konvensi-konvensi lainnya, Iran harus bertanggung jawab penuh atas 
terjadinya penembakan ini dikarenakan tidak menetapkan zona larangan terbang ketika sedang berkonflik. 
Di masa yang akan datang perlu ditegaskan pertanggungjawaban negara atas jalur rute penerbangan sipil 
internasional serta meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak agar keselamatan dan keamanan dalam 
penerbangan internasional bisa tercapai. 

Kata Kunci: Hukum Udara Internasional; Penembakan Pesawat Komersial; Konvensi Chicago 1944.  
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PENDAHULUAN 

Pada umumnya hampir tidak ada negara di dunia ini yang tidak terlibat dalam upaya 
pemanfaatan wilayah udara melalui penerbangan sipil, baik domestik maupun 

Internasional. Hal ini karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di 
bidang penerbangan Internasional telah berhasil menghadirkan bermacam peralatan 

penerbangan yang dapat mengembangkan tingkat kehidupan manusia.1 

Pengelolaan penerbangan sipil Internasional maupun domestik haruslah berlandaskan 

pada norma hukum Internasional dan domestik yang berlaku, yakni guna menjamin 

keselamatan penumpang dan awak pesawat serta juga barang-barang yang diangkut 
didalam penerbangan. Dimana penyelenggaraan penerbangan sipil ini diatur dalam 

berbagai macam konvensi Intrnasional. Pada saat akhir perang dunia I, negara -negara 
banyak yang semakin mengembangkan teknologi ruang udara, yaitu upaya 

mengembangkan teknologi penerbangan cepat dan jarak jauh, serta berupaya mencapai 

jarak ketinggian maksimum di wilayah udara.2 

Pengaturan mengenai penerbangan sipil Internasional telah diatur dalam berbagai 
konvensi Internasional, didalam hukum udara Internasional publik terdapat konvensi 

Chicago 1944 ini berisi sejumlah peraturan transportasi udara internasional dan merupakan 

norma untuk penerbangan sipil Internasional. Konvensi tersebut dijadikan sebagai tolak 
ukur perkembangan hukum nasional oleh negara-negara anggota (International Civil 

Aviation Organization). Kehadiran International Civil Aviation Organization (ICAO) pada 

organisasi Internasional menjadi signifikan, yakni dengan mengontrol maskapai 
penerbangan serta mengusulkan dan mengutamakan teknologi canggih yang terkait 

dengan kehidupan masyarakat Internasional.3 

Masing-masing negara departemen organisasi penerbangan sipil Internasional 

berwenang dalam menentukan zona larangan pada penerbangan dengan 
mempertimbangkan keamanan umum, pertimbangan militer, asalkan tidak ada perilaku 

diskriminatif antara pesawat udara nasional dengan pesawat udara asing. Salah satu aspek 

yang menjadi kelemahan konvensi Chicago 1944 adalah adanya pertentangan kepentingan 
antara penegakan kedaulatan negara dengan kekerasan senjata yang berlawanan dengan 

keselamatan penumpang pesawat sipil yang melintasi wilayah udara suatu negara.4 

Pada pergantian abad ke-20 banyak pandangan yang bermunculan bahwa wilayah udara 

haruslah dikembangkan sesuai dengan ketentuan hukum Internasional yang memuat 
tentang pelanggaran wilayah udara. Ketentuan tersebut termuat dalam pasal 1 Konvensi 

Chicago 1944, yang berbunyi: “Signatory couintries recognize that each state has complete and 

exclusive sovereignty over the airspace above its territory” (Negara-negara Penandatanganan 
mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif atas 

wilayah udara di atas wilayahnya5) 

Atas pertimbangan kemanusiaan yang mendasar (Elementary Considerations of Humanity), 

dan dalam urusan memenuhi prosedur pencegahan (interception), negara 
bertanggungjawab untuk tidak mencelakakan jiwa manusia yang berada didalam pesawat 

                                                             
1 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Cambridge; Havard University Press, 1949, h. 213-214. 
2 Sudirman H. Nainggolan, (2014), Pengaturan Penerbangan Sipil Internasional Menurut Hukum Internasional yang Melintasi Antar Negara, 

Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, h. 1-24 
3Andika Immanuel Simatupang. State Responsibility Over Safety And Security On Civil Aviation In International Law. Jurnal Hukum 

Internasional. Vol 13. No 2. 2016. h. 275. 
4 K. Martono dan Ahmad Sudiro, Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 47 
5 K. Martono,. Op. Cit, h. 18. 
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udara, serta pesawat udara yang diintersepsi itu sendiri.6 Setiap konflik bersenjata atau 

perang menimbulkan mala petaka bagi kehidupan umat manusia. Perang merupakan suatu 
kejadian yang akan mencakup sejarah dan tata cara kehidupan umat manusia yang berada 

di bumi ini. Terjadinya peperangan umumnya berlangsunng karena adanya perdebatan 
atau perselisihan antara pihak satu dengan pihak lainnya, yang tidak ingin menyerah atas 

sebuah kepentingan entah itu berupa kepentingan politik, kepentingan ekonomi, 

kepentingan sosial maupun kepentingan lainnya.7 

Pada tahun 2020 ketegangan terjadi antara Amerika Serikat dan Iran,  disulut tewas 

terbunuhnya tokoh militer terkuat Iran, jenderal Qassem Soleimani atas perintah presiden 
Amerika Donald Trump.8  Qassem Soleimani pemimpin pasukan al-Quds Iran, tewas 

setelah dihantam rudal oleh pesawat nir-awak milik Amerika Serikat di bandara 
internasional Baghdad, Iran. Peristiwa ini memicu kemarahan besar, baik dari warga 

maupun pemerintah Iran.9 Pada rabu pagi waktu Iran, Iran membalas serangan Amerika 

atas matinya pimpinan militer mereka yang telah dibunuh berdasarkan perintah dari 
presiden Amerika Serikat Donald Trump. Satu buah Rudal balistik ditembakan ke 

pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Komandan militer tertinggi Iran, Ayatollah Ali 

Khamenei yang di depan rakyat Iran meneriakan Amerika harus mati, menyatakan 
serangan Iran itu sebagai balasan bagi Amerika atas terbunuhnya Qassem Soleimani 

pemimpin pasukan al-Quds Iran. Pada waktu yang sama dengan gempuran rudal Iran ke 

markas militer Amerika Serikat yang berada di Irak, satu buah pesawat komersial tipe 
Boeing 737-800 yang dimiliki maskapai penerbangan dari Ukraina yakni Ukraina 

International Airlines, dinyatakan jatuh setelah dua menit berselang saat melakukan 

peenerbangan atau lepas landas dari bandara Internasional Teheran, Iran. 176 orang 
penumpang serta awak pesawat di dalamnya tewas.10 

Iran menyatakan, human error menjadi salah satu faktor insiden salah tembak pesawat 

Ukraina. Dalam laporan yang dirilis organisasi penerbangan pesawat sipil Iran (CAOI) 

mempersalahkan dan pula serta buruknya komunikasi dari militer. Pesawat dengan tipe 
Boeing 737-800 milik maskapai penerbangan Ukraina Internasional Airlines (UIA) tersebut 

dihantam rudal hingga jatuh, setelah melakukan penerbangan atau lepas landas dari 

Bandara Imam Khomeini Theran, yang memakan korban yakni sebanyak 176 jiwa yang 
berada dalam pesawat tersebut.11 Meskipun secara tegas di dalam konvensi Chicago 1944 

menyatakan bahwa penembakan pesawat sipil itu dilarang, namun yang terjadi baru-baru 
ini adalah yakni pada Rabu 8 Januari 2020 pesawat komersial Ukraina dengan nomor 

penerbangan PS752 Ukraina Airlines Flight ditembak jatuh  oleh militer Iran. Hal ini justru 

sangatlah bertentangan dengan konvensi Chicago 1944. 

Pesawat dengan nomor penerbangan PS752 dioperasikan oleh Ukraina Internasional 
Airlines menggunakan Boeing 737-800, merupakan maskapai penerbangan berbendera dan 

maskapai terbesar Ukraina yang sedang melakukan penerbangan terjadwal dari ibukota 

Iran bandara Internasional Theran Imam Khomeini ke Bandara Internasional Boryspil di 
ibukota Ukraina Kiev. Pesawat Ukraina tersebut membawa 176 orang di dalamnya, 

termasuk sembilan anggota awak pesawat dan lima belas penumpangnya adalah anak-

anak. Pada awalnya otoritas penerbangan Iran menyangkal bahwa pesawat Ukraina 
                                                             

6 Bambang Widarto, Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa Penembakan Pesawat Udara Sipil Ditinjau dari Aspek Hukum 
Internasional, Jurnal Yuridis, Dinas Hukum Angkutan Udara, Jakarta’ Vol 1, No.2, Desember 2014, h. 145 

7 http://scholar.unand.ac.id  diakses pada tanggal 26 juni 2022 
8 https://www.mediasulsel.com  diakses pada tanggal 26 juni 2022 
9 https://www.kompas.com diakses pada tanggal 27 juni 2022 
10 https://www.mediasulsel.com diakses pada tanggal 27 juni 2022 
11 https://www.kompas.com diakses pada tanggal 27 juni 2022 

http://scholar.unand.ac.id/
https://www.mediasulsel.com/
https://www.kompas.com/
https://www.mediasulsel.com/
https://www.kompas.com/
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Airlines Flight 752 terkena rudal, dan menyatakan adanya kesalahan teknis atas jatuhnya 

pesawat Ukraina tersebut. Serta penembakan pesawat Ukraina Airlines Flight 752 tersebut 
dikatakan sebagai kesalahan manusia. Setelah berhari-hari menolak laporan intelejen barat 

yang menunjuk pada Teheran bertanggungjawab, kemudian Iran mengakui militernya 
melakukan kesalahan yang tidak termaafkan dengan telah menembak jatuh pesawat jet 

Ukraina Airlines Flight 752 tersebut. 

Pembunuhan terhadap komandan pasukan Quds Iran Mayor Jenderal Qassem Solaimeni 

memicu eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ditengah situasi waspada, militer 

Iran secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat sipil Ukraina Airlines Flight 752 yang 
pada saat itu melintas di atas wilayah udara Iran.12 Para pengunjuk rasa di ibukota Iran, 

Teheran menuntut pengunduran diri para pemimpin senior Iran setelah pengakuan oleh 
pihak yang memiliki kewenangan yakni bahwa militer negara Iran secara tak sengaja 

mengarahkan rudal ke pesawat komersial milik Ukraina Internasional Airlines tersebut, 

hingga mengakibatkan pesawat tersebut jatuh. Meskipun pada awalnya tidak ingin 
bertanggungjawab, tapi pada akhirnya militer Iran mengiyakan bahwa mereka teleh 

menembakan rudah yang menghantam pesawat komersial Ukraina tersebut, sehingga 

menewaskan semua di dalam pesawat tersebut yang berjumlah 176 orang. 
 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum 
yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto, merupakan salah 

satu studi hukum yang menggunakan literatur atau peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.13 Teknin Pengumpulan bahan hukum pada 

penelitian ini menggunakan studi pustaka (Biography Study) yakni pengkajian informasi 

yang tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan disebarluaskan 
menjadi komponen yang penting dalam penelitian hukum normatif14. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Hukum Udara Internasional Terhadap Penembakan Pesawat Komersial 

Hukum Udara Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara 
secara global, regional atau bilateral yang ditujukan untuk menciptakan dunia yang tertib 

dan damai, dimana setiap negara dapat melakukan usaha-usnha guna memenuhi tujuan 

nasionalnya masing-masing. Hukum udara Internasional sangat penting untuk 
memberikan pedoman, tuntunan dan arahan agar setiap negara dalam melakukan usaha-

usaha untuk mewujudkan tujuan nasional baik jangka panjang ataupun jangka pendek, 

yang dikenal sebagai kepentingan nasional, sehingga tidak berbenturan atau berselisih 
dengan negara lain dengan demikian akan tercipta dunia yang arnan, damai dan tertib.15  

Hukum udara adalah bagian dari hukum intenasional karena hukum ini juga bertujuan 

mengatur bagaimana sebuah negara rnemanfaatkan wilayah udara negaranya untuk 

mendukung tujuan nasional negara tersebut. Dalam membahas hukum udara Internasional 
kita terlebih dahulu harus memahamI istilah yang sering dipakai dalam membahas hukum 

                                                             
12 https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51081065#: diakses pada tanggal 27 juni 2022 
13 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press,Jakarta, 1998, h. 101. 
14 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 81. 
15 Azwar Ananda (1997), Pengantar Hukum Udara Internasional dan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut 

Keguruan dan Ilmju Pendidikan, Padang 

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51081065
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udara istilah itu ialah ruang udara (air). Istilah ini sangat penting dalam memahami tentang 

hukum udara Internasional yang juga diatur berdasarkan hukum udara (air law). 

Hukum udara adalah hukum yang mengatur tentang udara dimana negara yang 
memiliki udara merasa berdaulat atas wilayah udara tersebut. Jadi jelaslah kiranya bahwa 

ruang angkasa adalah ruang di atas permukaan bumi yang dimulai dari lapisan tidak 

terdapatnya gaya tarik bumi. Berdasarkan pendapat Harsono, ruang udara dapat 
didefinisikan sebagaj ruang dimana masih terdapat gaya tarik bumi dan pesawat terbang 

biasa dapat terbang di dalamnya. Demikianlah perbedaan anatara udara dan ruang 

angkasa,16 untuk lebih memahami tentang pengertian hukum udara, terdapat pengertian 
hukum udara menurut Otto Riese dan Jean T. Laccour yang berpendapat bahwa: (“Hukum 

udara adalah seluruh norma-norma hukum yang khusus mengenai penerbangan, pesawat-
pesawat terbang dan ruang udara dalarn perananya sebagai unsur yang diperlukan bagi 

penerbangan"). Kemudian Suherman mendefinisikan hukum udara sebagai keseluruhan 

ketentuan yang rnengatur tentang udara dan penggunaannya untuk penerbangan.  

Dari definisi di atas kiranya dapat diketahui bahwa hukum udara adalah segala aturan 

tentang udara, salah satunya adalah hukum penerbangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
hukum penerbangan adalah hukum udara dalam arti sempit, oleh sebab itu yang dimaksud 

dengan hukum penerbangan adalah "hukum yang mengatur pengangkutan melalui udara, 
termasuk dinas-dinas bantuan di darat, pegawai-pegawai dan alat-alat penerbangan serta 

orang-orang dan barang-barang yang diangkut". Jadi hukum penerbangan adalah hukum 

yang mengatur masalah penerbangan baik didalam suatu negara (domestik) ataupun antar 
negara (internasional).17 

Hukum udara internasional bersumber pada perjanjian-perjanjian internasional yang 
diratifikasi oleh banyak negara didunia yakni Konvensi Warsawa 1929 yang merupakan 

konvensi tertua dalam bidang penerbangan sipil yang sampai sekarang masih berlaku dan 
yang paling banyak pesertanya (lebih dari 100 negara).18 Konvensi ini mengatur suatu 

bidang yang amat penting yaitu mengenai hak-hak dan kewajiban penumpang dan 

pengirim barang pada penerbangan internasional. Konvensi Warsawa berlaku bagi semua 
angkutan udara internasional untuk penumpang, bagasi, dan barang dengan bayaran 

maupun tidak yang dilakukan oleh suatu perusahaan angkutan udara.19 Beberapa tahun 

kemudian, Konvensi Warsawa diikuti oleh Konvensi Roma 1952. Konvensi ini berjudul 
Convention on Damaged Caused by Fireign Aircraft to The Third Parties on the Surface . Konvensi 

ini mengatur prinsip tanggung jawab hukum (legal liability principle), pengamanan 

tanggung jawab, prosedur dan tata cara pengajuan gugatan, ketentuan umum dan penutup. 
Konvensi ini hanya berlaku terhadap pesawat udara asing yang mengalami kecelakaan di 

negara anggota dan kerugian yang terjadi di permukaan bumi. Konvensi ini tidak berlaku 
terhadap kerugian yang timbul atas sebuah pesawat udara dalam penerbangan atau 

terhadap orang dan kargo yang berada dalam pesawat udara tersebut. Kerugian yang 

timbul dari kasus tabrakan hanya diatur oleh konvensi ini sejauh kecelakaan itu 
menimbulkan kerugian di atas permukaan bumi.20 

Perkembangan industri penerbangan yang mulai marak, lahirlah konvensi-konvensi 
lainnya seperti; Konvensi Guandalajara 1961 yang merupakan suplemen dari Konvensi 

                                                             
16 Harsono, B. (1971) Undang-undang Pokok Agraria, Jilid II, Jakarta: Djarnbatan 
17 Suherman, E. (1979a) Hukum Udara Indonesia dan Internasional, Bandung : Alumni 
18 Suwardi, Karya Ilmiah Tentang Penentuan Tanggung Jawab pengangkut yang terikat dalam Kerjasama Pengangkutan Udara Internasional, 

(Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1991), h.  20. 
19 Warsawa Convention 1929, Convention on the Unification of Certain Rules Relating to International Carr iage by Air, Ps. 1. 
20 Verschoor, Diederiks, Persamaan dan Perbedaan, h. 27. 
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Warsawa 1929 mengatur tentang PengangkutanUdaraInternasional yang Dilakukan Oleh 

Pihak Selain Contracting Carrier, Konvensi Montreal 1999 mengatur tentang tanggung jawab 
maskapai penerbangan dalam hal kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan barang, serta 

kerugian pribadi atau kematian penumpang yang terjadi selama penerbangan, Konvensi, 
dan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Convention), 

(selanjutnya dikenal dengan "Konvensi Chicago 1944"), yang merupakan "Magna Charta" 

untuk hukum internasional tentang penerbangan. 

Hukum udara Internasional terdapat istilah dan pengertian yang relevan tentang 

penerbangan yaitu: dokumen angkutan, yang dimaksud dengan dokumen angkutan dalam 
hukm udara adalah tiket penumpang, tiket bagasi, dan surat muatan udara”., Penumpang, 

berdasarkan konvensi Warsawa 1929, penumpang (Passanger) adalah "setiap orang yang 
diangkut dalam pesawat terbang, kecuali orang-orang yang merupakan anggota awak 

pesawat, termasuk pramugari dan pramugara"., Bagasi, dalam hukum udara yang 

dimaksud dengan bagasi adalah "Semua barang kepunyaan atau dibawah kekuasaan 
penumpang yang olehnya atau atas namanya, sebelum ia menumpang peswat terbang, 

diminta untuk diangkut melalui udara.,  

Barang/Muatan adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara. Jadi walaupun 

itu barang yang diangkut oleh pesawat charter tetap juga disebut dengan barang muatan., 
Pengirim dan Penerima Brang/Muatan adalah pihak-pihak yang mungkin berhak atas 

ganti rugi, dalam hal muatan hilang, rusak atau musnah., Pengangkut (air carries) adalah 

"orang atau badan yang mengadakan persetujuan untuk mengangkut penumpang, bagasi 
atau barang dengan pesawat terbang., Operator adalah Orang yang mempergunakan 

pesawat udara ketika kerugian yang ditimbulkan, dengan ketentuan bahwa kontrol atas 

navigasi pesawat udara tetap dipegang oleh pihak yang memberikan kuasa untuk 
mempergunakan pesawat udara, baik Iangsung maupun tidak Iangsung., Pihak ketiga 

menurut Konvensi Roma pihak ketiga adalah "pihak yang tidak mempunyai sangkut paut 

apa-apa dengan suatu penerbangan tertentu, kccuali bahwa ia menderita kerugian karena 
penerbangan tersebut., Pengangkutan oeh beberapa pengangkut berturut-turut, adalah 

apabila untuk sampai pada suatu tujuan, seorang penumpang menggunakan lebih dari satu 

pengangkut (carrier).21 

Sejalan dengan tujuan diciptakannya hukum internasional secara umum, maka hukum 
udara dibuat secara internasional dimaksudkan untuk menjamin keadilan dan kearnanan 

para pemakai jasa angkutan udara dari resiko-resiko yang mungkin timbul dalam 

pelaksanaan pengangkutan tersebut. Contoh yang paling ekstrim dalah dalam sebuah 
kecelakaan pesawat udara. Kalau kita lihat dalam sebuah kecelakaan pesawat uudara, 

pihak-pihak yang dirugikan adalah, pemilik pesawat, beruapa kehilangan pesawat udara, 
peniumpanag atau ahli warisnya jika penunumpang meningal dunia dan pemilik barang 

muatan yang diangkut, dalam hal terjadinya suatu kecelakaan pesawat, pihak-pihak yang 

mungkin bertanggungjawab adalah pembuat pesawat udara, pembuat bahan bakar, 
perusahan penerbangan, pengatur lalulintas udara, penumpang sendiri jikalau dia turut 

melakukan terjadinya kecelakaan, dan juga pemilik barang atau muatan itu sendiri. 

Pesawat udara merupakan sarana transportasi yang digunakan dalam setiap kegiatan 

penerbangan, dimana kegiatan penerbangan tersebut dapat dilakukan oleh pesawat udara 
sipil maupun pesawat udara negara. Maka perlu dibedakan mana yang merupakan 

pesawat udara sipil dan mana yang merupakan pesawat udara negara. Pesawat udara sipil 
                                                             

21 Suherman, E. (I979b) Masalah Tanggung Jawab Pada Carter Pesawat Udara dan Beberapa masalah Lain dalam Bidang Penerbangan 
(Kumpulan Karangan), Bandung: Alumni, h. 32-38 
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secara umum ialah pesawat udara yang dalam kegiatannya melakukan penerbangan yang 

bersifat komersial atau niaga, yang memiliki batasan-batasan terkait dengan hak-hak 
penerbangan yang dimiliki serta dilakukan oleh masyarakat secara umum. Sedangkan 

pesawat udara negara ialah pesawat udara yang dalam kegiatan penerbangannya 
dilakukan oleh unsur-unsur dalam lingkup pemerintah, serta lembaga-lembaga yang 

pertanggungjawaban kerjanya kepada pemerintah. Dari sifat kegiatan penerbangannya, 

pesawat udara negara merupakan pesawat udara yang tidak bersifat komersial atau niaga, 
melainkan hanya sebatas digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak diikat 

dengan jadwal penerbangan yang bersifat tetap, serta dilakukan berdasarkan kebutuhan 

dari negara.22 

Konvensi-konvensi internasional yang dapat diambil sebagai dasar dalam penentuan 
klasifikasi pesawat udara ialah Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil 

Internasional. Adapun berkenaan dengan pasal yang dijadikan sebagai rujukan ialah Pasal 

3 yang menyebutkan bahwa konvensi ini hanya berlaku bagi pesawat udara sipil dan tidak 
berlaku bagi pesawat udara negara huruf (a). Kemudian dalam huruf (b) menjelaskan 

bahwa pesawat yang digunakan untuk kepentingan militer, bea-cukai, serta kepolisian 

dianggap sebagai pesawat udara negara. Poin selanjutnya huruf (c) ialah pesawat udara 
negara dari negara anggota tidak boleh terbang di atas atau mendarat di wilayah negara 

anggota lainnya tanpa izin berdasarkan perjanjian khusus atau bentuk lainnya, serta sesuai 

dengan syaratsyarat yang ditentukan. Dan dalam poin huruf (d) disebutkan bahwa negara-
negara anggota, berusaha, apabila mengeluarkan peraturan bagi pesawat udara negara 

mereka, mereka akan benar-benar memperhatikan keselamatan penerbangan sipil.23 

Hukum udara perlu diketahui beberapa prinsip atau asas yang berlaku secara 

internasional. Kolossov mengemukakan beberapa prinsip untuk hukum udara 
internasional yang antara lain yakni pengakuan kedaulatan penuh dan eksklusif dari setiap 

negara atas ruang udara di atas wilayahnya.24 Maksudnya ialah setiap negara memiliki hak 

mutlak atas kedaulatan wilayah udaranya tanpa dapat diganggu oleh negara lain. 
Kemudian adanya pengakuan mengenai nasionalitas suatu pesawat udara sesuai dengan 

registrasinya. Artinya setiap pesawat udara perlu diakui sebagai suatu pesawat udara dari 

suatu negara (baik pesawat udara sipil atau pesawat udara negara). Pengakuan nasionalitas 
ini penting untuk menentukan hak kebebasan udara yang dimiliki pesawat udara tersebut 

berdasarkan kualifikasinya. Prinsip dimana setiap negara bekerja sama juga bertujuan 
untuk memajukan ataupun mengamankan penerbangan dalam navigasi udara 

internasional. Jika dilihat dari prinsip ini, memang suatu keharusan agar dilakukan setiap 

negara untuk pemajuan atau pengamanan, hal ini sebagai pendukung daripada 
pemenuhan hakhak kebebasan udara yang berdasarkan perjanjian antar negara tersebut. 

Oleh sebab itu, segala prinsip yang disebutkan di atas merupakan prinsip-prinsip mendasar 

yang memang perlu diperhatikan dan dijalankan oleh setiap negara yang memiliki 
kepentingan atas kegiatan keudaraan. Alasan konvensi mengeluarkan kategorikategori 

pesawat udara khusus adalah bahwa karena sejumlah besar negara, pada tahun 1952, 

                                                             
22 Ni Putu Purnama Sari, Status Hukum Pesawat Udara Komersial Yang Digunakan untuk penerbangan kenegaraan , Dinamika, Jurnal Ilmiah 

Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 4, Februari 2020, h. 788 – 802 
23 Ni Putu Purnama Sari, Status Hukum Pesawat Udara Komersial Yang Digunakan untuk penerbangan kenegaraan , Dinamika, Jurnal Ilmiah 

Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 4, Februari 2020, h. 788 – 802 
24 Diederiks-Veschoor, (1998) Persamaan Dan Perbedaan Antara Hukum Udara Dan Hukum Ruang Angkasa, penerjemah : Bambang Iriana, 

Jakarta: Sinar Grafika. h. 10. 
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menghendaki untuk mengikuti secermat mungkin ketentuan Konvensi Chicago yang 

berkenaan dengan Penerbangan Sipil Internasional.25 

Sebagai penambahan dasar hukum klasifikasi atau kualifikasi suatu pesawat udara 
apakah termasuk kategori pesawat udara sipil atau pesawat udara negara, Konvensi 

Chicago 1944 pada Pasal 5 dan Pasal 6 menjelaskan beberapa hal berkenaan dengan 

kegiatan penerbangan internasional yang berjadwal maupun tidak berjadwal. Pasal 5 
menyebutkan bahwa penerbangan internasional tidak berjadwal memiliki hak untuk 

melintasi wilayah udara negara peserta lainnya, melakukan pendaratan nonstop, mendarat 

di wilayah negara peserta bukan untuk tujuan lalu lintas udara atas persetujuan negara 
peserta yang bersangkutan. Maksud dari ketentuan pasal di atas ialah berkenaan dengan 

penerbangan tidak berjadwal internasional, tidak mengharuskan penerbangan tersebut 
untuk mendapat perizinan dari negara kolong dalam hal melintasi wilayah negaranya, akan 

tetapi perlu memerhatikan persyaratan yang memang telah ditetapkan oleh negara 

kolong.26 

Ketentuan di atas, jika dipahami dan ditelaah lebih dalam maka dapat ditemukan bahwa 

kualifikasi penerbangan tidak berjadwal internasional ini dalam kegiatannya ialah 
mencakup pula kegiatan penerbangan yang menggunakan pesawat udara negara. Alasan 

mendasar yang bisa dilihat dari adanya pemahaman tersebut ialah unsur dari pengertian 
pesawat udara negara, dimana pesawat udara negara dalam hal melakukan kegiatan 

penerbangannya tidak terikat jadwal yang berkelanjutan. Artinya penerbangan 

menggunakan pesawat udara negara tersebut tidak mengikuti ketentuan jadwal seperti 
halnya kegiatan penerbangan menggunakan pesawat udara sipil, yang memang wajib 

memiliki jadwal tetap dan konsisten demi pemenuhan kegiatan penerbangan sipil yang 

juga bersifat komersial atau keniagaan. 

Kemudian dalam ketentuan pasal 6 Konvensi Chicago 1944 disebutkan penjelasan yang 
berkaitan dengan penerbangan berjadwal internasional. Ketentuan pasal ini secara garis 

besar menyebutkan bahwa tidak ada penerbangan berjadwal internasional yang 

menjalankan kegiatannya terlebih dahulu sebelum memperoleh izin dari negara kolong. 
Maksud dari pasal ini ialah setiap penerbangan berjadwal internasional dalam hal ini 

adalah kegiatan penerbangan sipil yang bersifat komersial atau keniagaan, tidak 

diperbolehkan melintasi bahkan melakukan kegiatannya tanpa memiliki izin terlebih 
dahulu dari negara kolong. Artinya harus ada pengajuan perizinan yang dilakukan bagi 

setiap pelaku kegiatan penerbangan berjadwal internasional terlebih dahulu agar 

penerbangan tersebut nantinya mendapatkan hakhak kebebasan lintas terbang yang mana 
sesuai dengan kegiatan penerbangan yang dilakukannya.27 

Dari dua ketentuan pasal pada konvensi Chicago 1944 di atas yakni pasal 5  dan 6 

konvensi Chicago menjelaskan mengenai penerbangan tidak berjadwal dan juga 

penerbangan berjadwal yang diatur berdasarkan pada ketentuan dari konvensi Chicago 
1944, dan juga menjelaskan tentang jenis-jenis penerbangan yang termasuk dalam 

penerbangan pesawat udara sipil dan juga penerbangan pesawat udara negara. Yang 

termasuk dalam penerbangan tidak berjadwal adalah penerbangan pesawat udara negara 
yakni pesawat yang digunakan untuk kepentingan militer, bea-cukai, serta kepolisian. 

Sedangkan yang termasuk dalam penerbangan berjadwal adalah penerbangan pesawat 

                                                             
25 Ni Putu Purnama Sari, Status Hukum Pesawat Udara Komersial Yang Digunakan untuk penerbangan kenegaraan, Dinamika, Jurnal 

Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 4, Februari 2020, h. 788 – 802 
26 Ibid, h. 788 – 802 
27 Ibid, h. 788 – 802 
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udara sipil. Pesawat udara sipil secara umum ialah pesawat udara yang dalam kegiatannya 

melakukan penerbangan yang bersifat komersial atau niaga. 

Berdalsalrkaln palsall (1) Konvensi Palris 1919 yalng dikualtkaln oleh Konvensi Chicalgo 1944 
menegalskaln balhwal negalral mempunyali kedalulaltaln yalng penuh daln ekslusif altals rualng 

udalralnyal.28 Dallalm hall ini negalral memiliki kekualsalaln penuh altals kedalulaltaln rualng 

udalralnyal sertal altals pengelolalaln yalng aldal didallalmnyal. Tindalkaln pelalnggalraln kedalulaltaln 
rualng udalral yalng dilalkukaln oleh pesalwalt alsing dalpalt mempengalruhi hubungaln bilaltelalr 

daln multilaltelalr alntalr negalral yalng jugal dalpalt mengalkibaltkaln tindalkaln-tindalkaln negalral 

yalng kedalulaltalnnyal dilalnggalr yalng tidalk jalralng melalkukaln eksekusi secalral lalngsung 
terhaldalp pesalwalt alsing dengaln melalkukaln penembalkaln jaltuh kepaldal pesalwalt alsing 

malnalkallal peringaltaln-peringaltaln yalng disalmpalikaln tidalk dihiralukaln kalrenal memalsuki 
wilalyalh udalral negalral lalin talnpal izin. Seperti yalng aldal paldal palsall 6 Konvensi Chicalgo 1944 

yalng menjelalskaln balhwal setialp pesalwalt alsing yalng melalkukaln penerbalngaln melintalsi 

negalral lalin halruslalh memintal izin terlebih dalhulu kepaldal negalral kolong altalu negalral yalng 
ial lintalsi. 

Tindalkaln negalral berupal menindalki pesalwalt alsing yalng malsuk talnpal izin sesuali dengaln 
hukum nalsionall yalng aldal dengaln tidalk melalnggalr hukum internalsionall daln perjalnjialn 

bilalterall yalng disepalkalti bersalmal merupalkaln sualtu bentuk dalri sikalp negalral dallalm 
mempertalhalnkaln daln menjalgal kedalulaltaln negalralnyal terkhususnyal dallalm kedalulaltaln 

rualng udalralnyal daln jugal hall ini sebalgali bentuk dalri sifalt kedalulaltaln udalral sualtu negalral 

yalng bersifalt penuh daln eksklusif. Terlepals dalri itu, negalral tidalk dalpalt melalkukaln hall itu 
secalral spontaln daln talnpal kebijalksalaln. Dengaln mempertimbalngkaln nyalwal palral alwalk 

balhkaln nyalwal penumpalng yalng beraldal didallalm pesalwalt alsing tersebut yalng menjaldi 

talruhalnyal. 

Penyelenggalralaln penerbalngaln sipil balik internalsionall malupun nalsionall halrus mengalcu 
paldal normal-normal hukum internalsionall malupun nalsionall yalng berlalku, gunal untuk 

menjalmin keselalmaltaln penumpalng, alwalk pesalwalt udalral, pesalwalt udalral daln jugal balralng-

balralng yalng dialngkut didallalmnyal. Penyelenggalralaln penerbalngaln sipil tersebut dialtur 
dallalm berbalgali konvensi-konvensi internalsionall, yalkni: Konvensi Walrsalwal(1929), 

Konvensi Gualndallaljalral 1961, Konvensi Montreall 1999, Konvensi Calpe Town 2001, daln 

Konvensi Penerbalngaln Sipil Internalsionall (Internaltionall Civil Alvialtion Convention), 
(selalnjutnyal dikenall dengaln konvensi Chicalgo 1944). 

Pesalwalt udalral yalng paldal malsal alwallnyal halnyal dipalkali untuk kepentingaln militer saljal 

kemudialn mulali dijaldikaln sebalgali saltu salralnal perhubungaln komersiall yalng umum, daln 

kepemilikalnnyal jugal bukaln lalgi sebaltals oleh negalral saljal, melalinkaln telalh dimiliki oleh 
perusalhalaln-perusalhalaln swalstal. Hall ini terjaldi ketikal paldal talhun 1919 perusalhalaln 

penerbalngaln pertalmal memulali pengoperalsialn penerbalngaln berjaldwall (schedjuel) pertalmal 

alntalral kotal London daln Palris. Protokol Palris 1939 aldallalh kelalnjutaln dalri halsil-halsil 
Konvensi Palris 1919, daln mengalngkalt permalsallalhaln-permalsallalhaln khusus yalng melekalt 

dallalm kaltegori kerugialn yalng timbul terhaldalp oralng-oralng di altals permukalaln bumi alkibalt 

alktifitals-alktifitals yalng dilalkukaln di rualng udalral. Ketentualn dalsalr yalng mengaltur 
talnggung jalwalb untuk kerugialn dallalm Hukum Udalral kemudialn dimualt dallalm perjalnjialn-

perjalnjialn internalsionall yalng sebelumnyal belum disepalkalti dallalm Protokol Palris 1929 ini.  

                                                             
28 Sri Bayu Ciptantri dkk, “Pertanggungjawaban Negara Uni Soviet Atas Penembakan Pesawat Korea Air Lines Ditinjau dariI Perspektif Hukum 

Udara Internasional”. 2018, h. 4. 
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Perjalnjialn-perjalnjialn internalsionall itu kemudialn mengallalmi berbalgali perkembalngaln, 

yalng secalral kronologis dalpalt diuralikaln sebalgali berikut: Convention for the Unificaltion of 
Certalin Rules Relalting to Internaltionall Calrrialge by Alir (sering disebut dengaln Konvensi 

Walrsalwal 1929). Paldal talhun 1955 konvensi ini telalh ditalmbalh dengaln The Halgue Protocol, 
daln kemudialn oleh Gualdallaljalral Convention (1961), Gualtemallal Protocol (1971) daln Montreall 

Protocol (1975), sebalgali talmbalhaln: Montreall Protocol (1966) daln Malltal Algreement (1976). 

Convention on Dalmalge Calused by Foreign Alircralft to Third Palrties on The Surfalce (sering disebut 
dengaln Konvensi Romal (1952), yalng menggalntikaln Konvensi Romal (1933) mengenali pokok 

malsallalh yalng salmal), daln protokol yalng ditalmbalhkaln kepaldal Konvensi Romal (1952), yalitu 

Montreall Protocol (1978).  

Pesalwalt udalral sipil (komersiall) daln tidalk termalsuk pesalwalt udalral negalral, balik pesalwalt 
udalral militer malupun yalng lalin tercalkup di dallalm pengertialn stalte alircralft termalsuk 

Konvensi Chicalgo 1944 tentalng penerbalngaln sipil Internalsionall.29 Baltalsaln ini mulali 

digunalkaln sejalk Konvensi Palris 1919, yalng menggalmbalrkaln pesalwalt udalral sebalgali al 
malchine which caln derive support in the altmosphere from the realctions of the alir. Baltalsaln teralkhir 

ini jugal diterimal dallalm konvensi Chicalgo 1944 sebelum dialdalkaln modifikalsi paldal talhun 

1967. Baltalsaln pesalwalt udalral (alircralft) dallalm alrti luals mencalkup segallal malcalm pesalwalt 
seperti pesalwalt terbalng, kalpall terbalng, helicopter, pesalwalt terbalng lalying, ballon udalral 

yalng bebals daln dalpalt dikendallikaln seperti yalng digunalkaln untuk bidalng meterologi.30  

Konvensi Jenewal 1948 mengaltur tentalng halk-halk yalng melekalt paldal pesalwalt udalral 

yalng dipergunalkaln untuk alngkutaln udalral sipil internalsionall. Perlu diketalhui balhwal tidalk 
semual alhli Hukum Internalsionall menerimal baltalsaln yalng terteral dallalm Konvensi Jenewal 

1948. Seperti Rijks, dallalm Het Verdralg Valn Geneve (1952) berpendalpalt balhwal baltalsaln di altals 

salngalt dipengalruhi oleh calral alhli hukum Almerikal Serikalt mendefenisikaln sualtu pengertialn 
hukum yalng lalzim berisikaln perincialn dalri unsur-unsur yalng halrus dimiliki sualtu 

pengertialn tertentu. Calral ini dipengalruhi oleh calral berpikir Calsuistisch daln menurut Rijks 

calral ini tidalk menjalwalb pertalnyalaln balgalimalnal menjelalskaln sebalik mungkin daln selengkalp 
mungkin sualtu pengertialn hukum. Keberaltalnnyal aldallalh balhwal dengaln merinci balgialn-

balgialn tertentu dalri sualtu pesalwalt udalral tetalp tidalk nalmpalk alpal yalng sesungguhnyal 

dialrtikaln dengaln bendal itu sendiri.31 

Staltus Hukum Pesalwalt Udalral sebalgali objek hukum dallalm lingkup balik hukum nalsionall 
malupun hukum internalsionall, altalu lebih tepalt pesalwalt udalral sebalgali objek hukum dalri 

hukum nalsionall yalng dialkui dallalm hukum internalsionall, perlu dialwalli dengaln mengutip 

palndalngaln seoralng alhli hukum alngkalsal ternalmal yalitu, J.C. Cooper yalng berpendalpalt 
balhwal pembalhalsaln tentalng staltus hukum sualtu pesalwalt udalral, dalpalt ditinjalu dalri segi: 1) 

Staltus hukum pesalwalt udalral dallalm hukum public; 2) Staltus hukum pesalwalt udalral dallalm 
hukum perdaltal.32  

Menurut J. C. Cooper, hall pertalmal alkaln mempermalsallalhkaln hubungaln hukum alntalral 
sualtu pesalwalt udalral dengaln sualtu negalral tertentu, sedalngkaln hall kedual alkaln 

mempermalsallalhkaln hubungaln hukum pesalwalt udalral sebalgali objek hukum dengaln 

pesalwalt udalral lalinnyal daln hubungaln hukum pesalwalt udalral dengaln subjek 
hukum/peroralngaln tertentu. Staltus hukum pesalwalt udalral ini alkaln bertolalk belalkalng dalri 

palndalngaln J.C. Cooper tentalng staltus hukum pesalwalt udalral dallalm hukum public. Yalng 

                                                             
29 Pasal 3 Konvensi Chicago 1944 
30 Priyatna Abdurrasyid, Kedaulatan Negara di Ruang Udara, Bandung: Universitas Padjajaran, 1972 
31 Rijks, Het Problem Van Erkenning Van Rechtren Kan Pas Optireden Nadathet Problem Van Het Onstaan Dier Rechten Is Opgelasi.  h 100 
32 J. C. Cooper, National Status of Aircraft, JALC, vol 17 No. 3, Tahun 1950, h. 100 
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menyalngkut alspek pemberialn staltus hukum menurut klalsifikalsi hukum keperdaltaln 

(hukum kebendalaln) yalng dialnut di malyoritals Negalral yalng selalnjutnyal alkaln berpengalruh 
paldal penetalpaln alturaln-alturaln hukum keperdaltalaln yalng mengualsali pesalwalt udalral sebalgali 

objek hukum nalsionall tertentu, sertal pengalturaln hukum yalng mengualsali pesalwalt tersebut 
alpalbilal timbul elemen alsing dallalm hubungaln hukum/peristiwal hukum yalng menyalngkut 

pesalwalt udalral tersebut.33 

Staltus hukum pesalwalt udalral dallalm hukum public yalng berkalitaln dengaln pemberialn 

talndal nalsionallitals daln talndal registralsi pesalwalt udalral aldallalh almalt penting. Hall ini alkaln 

menentukaln hukum nalsionall malnal yalng mengualsali pesalwalt udalral dallalm hubungaln 
hukum public, yalng dialkui pulal oleh hukum internalsionall, sertal kewaljibaln-kewaljibaln daln 

halk-halk negalral yalng berlalku terhaldalp pesalwalt udalral itu balik dallalm lingkup hukum 
nalsionall malupun dallalm hubungaln negalral yalng bersalngkutaln dengaln negalral-negalral lalin. 

Daln persyalraltalnh-persyalraltaln yalng halrus dipenuhi algalr sualtu pesalwalt udalral dalpalt 

memperoleh perlindungaln daln pengalwalsaln dalri negalral yalng bersalngkutaln.34 

K. Rijks menyaltalkaln balhwal permalsallalhaln-permalsallalhaln yalng menyalngkut pendalftalraln 

halk altals sualtu pesalwalt udalral, penyeralhaln halk, penetalpaln halk jalminaln bersifalt kebendalaln 
(hipotek), tuntutaln-tuntutaln yalng diistimewalkaln (privilalges), sertal penyitalaln salngalt 

dipengalruhi oleh penetalpaln staltus hukum perdaltal pesalwalt udalral menurut hukum 
nalsionall pesalwalt, yalitu hukum di malnal pesalwalt udalral tersebut didalftalrkaln untuk 

memperoleh talndal nalsionallitals.35 

P.Al. Stein, menyaltalkaln balhwal sebelum Nederlalnd mengelualrkaln sualtu undalng-undalng 

yalng mengaltur tentalng keberaldalaln (civielrechtelijke toestalnd) pesalwalt udalral, yalitu 

pembukalaln pesalwalt udalral kebalngsalaln Nederlalnd dallalm Register Perdaltal Nederlalnd, 
semual pesalwalt udalral tunduk paldal alturaln-alturaln hukum B.W. mengenali bendal bergeralk. 

Halk-halk jalminaln altals pesalwalt udalral halnyal dalpalt diciptkaln sesuali dengaln persyalraltaln-
persyalraltaln yalng ditetalpkaln untuk bendal bergeralk. Ial menegalskaln balhwal pendalftalraln 

dallalm register pesalwalt udalral yalng bersifalt public untuk memperoleh nalsionallitals halnyal 

mempunyali alrti aldministraltive rechtelijk daln tidalk privalt rechtelijk.36 

Pentingnyal staltus hukum pesalwalt udalral dallalm bidalng hukum publik dengaln 

pemberialn sualtu nalsionallitals paldal pesalwalt udalral tersebut, daln berlalkunyal saltu hukum 
nalsionall tertentu balgi sualtu pesalwalt udalral terlihalt pulal dallalm hubungaln hukum perdaltal 

internalsionall. Dengaln memberlalkukaln hukum dalri Negalral di malnal pesalwalt udalral 
didalftalrkaln (lalw of the flalg/hukum Benderal Pesalwalt), malkal dallalm bidalng hukum esktern37 

Beralrti diterimalnyal saltu alturaln titik pertallialn (talut) yalng substalnsiall (al single substalntiall 

connection), oleh kalrenal Hukum Benderal Pesalwalt merupalkaln sualtu titik pertallialn yalng 
palling utalmal selalmal jalngkal hidup yuridis (juridicall life), pesalwalt udalral yalng 

bersalngkutaln.38 

Sudalrgo Galutalmal, menyaltalkaln balhwal: Penentualn titik-titik pertallialn (connecting falctors) 

merupalkaln sualtu hall yalng penting dallalm Hukum Alntalr Taltal Hukum Ekstern, kalrenal titik 
pertallialn yalng pertalmal memberikaln petunjuk dallalm menghaldalpi sualtu H.Al.T.Al. H 

Ekstern (Hukum Perdaltal Internalsionall. Titik pertallialn primer aldallalh falktor-falktor daln 

                                                             
33 Ibid 
34 Escalada, Videla Aeronautical Law, Sijthoft, 1979. H. 132 
35 Rijks, Op.Cit., h. 59 
36 P.A. Stein, Zekerheidsrechten, Hypotheek ed. 2 Kluwer, Deventur, 1972, h. 195-196 
37 Sudargo Gautama, Hukum Perdata, Internasional Indonesia II, Buku 2, Jakarta, 1962 h. 180 
38 Hornig, The Legal Status of Aircraft, Martinus, 1956, h. 89 
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kealdalaln-kealdalaln yalng menciptalkaln balhwal sualtu hubungaln menjaldi hubungaln 

H.Al.T.Al.H. Ekstern daln titik pertallialn sekunder merup alkaln titik pertallialn yalng 
menentukaln hukum malnal yalng halrus diberlalkukaln altals malsallalh H. Al . T. Al. H. Extern itu.39  

Selalin itu, dallalm hubungalnnyal dengaln permalsallalhaln pengalkualn internalsionall paldal 

sualtu halk kebendalaln yalng melekalt/dipalsalng paldal sualtu pesalwalt, Konvensi Jenewal 1948 

mengaltur dallalm palsall, balhwal halk-halk kebendalaln daln halk-halk sebalngun yalng diperinci 
dallalm palsall tersebut alkaln dialkui oleh negalral-negalral pesertal Konvensi.40 Tinjalualn 

mengenali perkembalngaln konsep nalsionallitals dallalm Hukum Udalral Internalsionall, telalh 

menunjuk paldal diterimalnyal prinsip balhwal sualtu pesalwalt udalral halrus memiliki 
nalsionallitals dalri Negalral di malnal pesalwalt udalral tersebut didalftalrkaln Palsall 17 Konvensi 

Chicalgo 1944 yalng bahwa: “pesalwalt udalral memiliki nalsionallitals dalri negalral tempalt 
merekal didalftalrkaln”. 

Pengalturaln hukum udalral Internalsionall terhaldalp penembalkaln pesalwalt komersiall, ini 
telalh di altur berdalsalrkaln paldal Konvensi Chicalgo 1944 jugal terdalpalt Konvensi Palris 1919 

sertal berbalgali perjalnjialn-perjalnjialn yalng telalh diraltifikalsi oleh berbalgali negalral. Yalng 

dimalnal negalral-negalral yalng telalh sepalkalt altalu setuju dengaln perjalnjialn-perjalnjialn tersebut, 
halruslalh bisal untuk menjalgal daln jugal menjalmin keselalmaltaln penerbalngaln sipil sesuali 

denhgaln alpal yalng telalh termualt dallalm konvensi-konvensi yalng aldal. 

B. Pertalnggungjalwalbaln Negalral Terhaldalp Penembalkaln Pesalwalt Dallalm Peralng 

HukumUdalral Internalsionall aldallalh hukum yalng mengaltur hubungaln alntalr negalral secalral globall, 
regiorlall altalu bilalterall yalng ditujukaln untuk menciptalkaln dunial yalng tertib daln dalmali, 

dimalnal setialp negalral dalpalt melalkukaln usalhal-usalhal gunal memenuhi tujualn nalsionallnyal 
malsins-malsing. Hukum Internalsionall salngalt penting untuk memberikaln pedomaln, 

tuntunaln daln alralhaln algalr setialp negalral dallalm melalkukaln usalhal-usalhal untuk mewujudkaln 

tujualn nalsionall balik jalngkal Palnjalng altalupun jalngkal pendek, yalng dikenall sebalgali 
kepentingaln nalsionall, algalr tidalk berbenturaln altalu berselisih dengaln negalral lalin dengaln 

demikialn alkaln terciptal dunial yalng alrnaln, dalmali daln tertib.  

Di dallalm kegialtaln penerbalngaln, kealmalnaln daln keselalmaltaln penerbalngaln salngalt di 

perlukaln gunal mencalpali kealdalaln penerbalngaln yalng di inginkaln, yalkni salmpali ke tempalt 
tujualn dengaln tialdal kuralng sualtu alpalpun. Kealmalnaln (security) beralsall dalri balhalsal Laltin 

securus yalng beralrti bebals dalri balhalyal, terbaltals dalri ketalkutaln (free from dalnger, free from 

fealr). Berdalsalrkaln susunalnnyal kaltal securus dalpalt didefenisikaln se beralrti talnpal (without) 
daln curus beralrti unealsiness, bilal digalbungkaln securus bermalknal liberaltion from unealsiness 

altalu alpealceful situaltion without alny risks or threalts. Dengaln kaltal lalin malknal kealmalnaln 

(securus) terkalndung alrti terbebals dalri segallal malcalm alncalmaln, bebals dalri ralsal talkut balik 
dalri individu, kelompok daln negalral.41 

Sehinggal Didallalm kegialtaln penerbalngaln, kealmalnaln dalripaldal penerbalngaln merupalkaln 

sallalh saltu falktor penting yalng halrus diperhaltikaln selalin keselalmaltaln penerbalngaln. Balnyalk 

yalng menalfsirkaln kealmalnaln daln keselalmaltaln penerbalngaln merupalkaln dual hall yalng salmal. 
Paldal kenyaltalalnnyal kealmalnaln daln keselalmaltaln penerbalngaln merupalkaln dual hall yalng 

berbedal daln tidalk dalpalt dipisalhkaln kalrenal salmal-salmal salling berkalitaln. 

                                                             
39 Sudargo Gautama, Op. Cit, h. 81 
40 Article 1; (1) the Contracting State Underlate to recognice 

 41 Yanyan Mochamadi Yani, Ian Montratama, and Emil Mahyudin, Pengantar Studi Keamanan (Malang: Intrans Publishing, 2017), h. 
1-2 
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Pesalwalt udalral Ukralinal yalng ditembalk jaltuh oleh militer Iraln aldallalh pesalwalt 

penumpalng sipil dengaln penerbalngaln berjaldwall, merupalkaln pesalwalt sipil yalng 
dioperalsikaln oleh Ukralinal Internaltionall Alirlines. Didallalm Palsall 3 Konvensi Chicalgo 1944 

tentalng Penerbalngaln Sipil Internalsionallmenyaltalkaln balhwal Konvensi Chicalgo 1944 berlalku 
balgi pesalwalt terbalng sipil. Dengaln demikialn berdalsalrkaln ketentualn palsall tersebut, Staltus 

hukum penerbalngaln Ukralinialn Alirlines flight 752 aldallalh penerbalngaln sipil yalng tunduk 

paldal ketentualn Konvensi Chicalgo 1944. 

Dimalnal didallalm ketentualn Palsall 3 bis konvensi Chicalgo menegalskaln balhwal:  

a) Dalri ketentualn ini negalral mempunyali kewaljibaln hukum untuk menalhaln diri tidalk 

menggunalkaln senjaltal terhaldalp pesalwalt udalral sipil dallalm penerbalngalnnyal (must 
refralin from resorting to the use of wealpons algalinst civil alircralft in flight). Dallalm hall 

melalkukaln prosedur pencegaltaln (interception), negalral berkewaljibaln untuk tidalk 

membalhalyalkaln jiwal malnusial yalng beraldal di dallalm pesalwalt udalral, sertal pesalwalt 
udalral yalng diintersepsi itu sendiri. Dengaln aldalnyal ketentualn ini tidalk boleh dialrtikaln 

sebalgali merubalh altalu memodifikalsi halk daln kewaljibaln sebalgalimalnal ditetalpkaln 

dallalm Pialgalm PBB (the Chalrter of the United Naltions).  
b) Dengaln demikialn sebalgali perwujudaln kedalulaltaln, negalral berhalk memerintalhkaln 

pesalwalt udalral sipil yalng melalkukaln pelalnggalraln wilalyalh udalral mendalralt di balndalr 
udalral negalral itu yalng ditentukaln (to require the lalnding alt some designalted alirport). 

Dallalm meneralpkaln wewenalngnyal, kemballi diingaltkaln algalr negalral memperhaltikaln 

ketentualn yalng pertalmal di altals. Selalin itu negalral dimintal untuk mengumumkaln 
ketentualn-ketentualn yalng dibualtnyal dallalm mengaltur prosedur intersepsi terhaldalp 

pesalwalt udalral sipil. 

c) Dalri ketentualn ini malkal setialp pesalwalt udalral sipil halrus memaltuhi instruksi yalng 
diberikaln oleh negalral yalng melalkukaln intersepsi terhaldalpnyal. Untuk mendukung 

prinsip pemaltuhaln ini setialp negalral dituntut untuk memalsukkaln dallalm perundalng-

undalngaln nalsionallnyal ketentualn balhwal pesalwalt udalral sipil yalng terdalftalr di 
negalralnyal alkaln memaltuhi instruksi negalral yalng melalkukaln intersepsi kalpaln saljal 

pesalwalt udalral sipil itu mengallalmi kalsus demikialn. Jugal dituntut algalr setialp negalral 

menetalpkaln dallalm perundalng-undalngaln nalsionallnyal ketentualn hukumaln yalng 
beralt (shalll malke alny violaltion of such alpplicalble lalws or regulaltions punishalble by severe 

penallties) balgi palral pemilik altalu operaltor pesalwalt udalral sipil yalng terdalftalr di 
negalralnyal yalng melalnggalr prinsip pemaltuhaln dallalm menghaldalpi intersepsi oleh 

negalral lalin. 

d) Selalnjutnyal Setialp negalral alkaln mengallalmi tindalkaln-tindalkaln algalr pesalwalt udalral sipil yalng 
terdalftalr di negalralnyal, tidalk alkaln dipergunalkaln untuk malksud yalng bertentalngaln 

dengaln tujualn Konvensi Chicalgo.42 

Penembalkaln Pesalwalt Ukralinal, berkalitaln dengaln lebih dalri saltu negalral, yalitu; Iraln 

sebalgali negalral yalng melalkukaln penembalkaln daln wilalyalhnyal menjaldi lokalsi terjaldi 
penembalkaln pesalwalt. Negalral Kalnaldal merupalkaln negalral yalng walrgalnegalralnyal menjaldi 

korbaln terbalnyalk dallalm kalsus penembalkaln pesalwalt. Negalral Ukralinal sebalgali negalral 

pemilik pesalwalt Ukraline Alirlines flight 752 daln negalral tempalt pesalwalt tersebut 
didalftalrkaln dengaln nomor penerbalngaln PS752. Daln jugal jugal melibaltkaln Boeing sebalgali 

perusalhalaln pembualt pesalwalt Ukraline Alirlines flight 752 tersebut.  

                                                             
42 Insert, after Article 3, a new Article 3 bis Convention on international Civil Aviation . 
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Penembalkaln pesalwalt Ukraline Alirlines flight 752 terjaldi dallalm krisis Teluk Persial paldal 

rentaln talhun 2019 hinggal 2020, yalitu terjaldi ketegalngaln militer alntalral Republik Islalm Iraln 
daln sekutu sertal Almerikal Serikalt daln sekutu di wilalyalh Teluk Persial. Terjaldi ketegalngaln 

limal halri setelalh presiden AlS Donalld Trump memerintalhkaln seralngaln pesalwalt talk 
beralwalk yalng menewalskaln jenderall besalr Iraln Qalsem Soleimalni di Iralk sebalgali 

pemballalsaln altals pelalnggalraln terhaldalp kedutalaln AlS di Balghdald oleh Kelompok Milisi Iraln 

Kaltalib Hezbollalh. Beberalpal jalm setelalh seralngaln ballistik rudall ballistik Iraln. Hall ini yalng 
menyebalbkaln Iraln melalkukaln seralngaln ballik terhaldalp Almerikal Serikalt nalmun sallalh 

salsalraln. Kalrenal ternyaltal pesalwalt yalng dikiral aldallalh pesalwalt Almerikal (musuh) aldallalh 

pesalwalt sipil milik Ukralinal Alirlines 572.43  

Paldal alwallnyal, otoritals penerbalngaln Iraln menyalngkall pesalwalt Ukraline Alirlines flight 
752, terkenal rudall daln mengaltalkaln kesallalhaln teknis bertalnggungjalwalb. Juru bicalral 

Kementerialn Tralnsportalsi Iraln mengklalim balhwal seluruh baldaln pesalwalt terbalkalr setelalh 

mesinnyal terbalkalr sehinggal pilot kehilalngaln kendalli daln pesalwalt jaltuh ke talnalh. Alkaln 
tetalpi menurut palkalr penerbalngaln Valdim Lukalshevich, benalr aldal kebalkalraln di pesalwalt 

itu, nalmun mengesalmpingkaln penembalkaln rudall alkaln menjaldi balhalyal: “Sebualh 

kebalkalraln mesin tidalk mengecuallikaln kemungkinaln balhwal itu disebalbkaln oleh seralngaln 
rudall”.44 

Sumber-sumber dalri medial pemerintalh Iraln daln Ukralinal alwallnyal menyallalhkaln 

malsallalh mekalnis altals kecelalkalaln pesalwalt, tetalpi Pemerintalh Ukralinal kemudialn menalrik 

kemballi pernyaltalalnnyal daln mengaltalkaln balhwal segallal sesualtu mungkin terjaldi, menolalk 
untuk mengesalmpingkaln balhwal pesalwalt itu terkenal rudall. Presiden Ukralinal Volodymyr 

Zelensky menyaltalkaln balhwal tidalk boleh aldal spekulalsi mengenali penyebalb kecelalkalaln 

tersebut 

Pesalwalt Ukralinal ditembalk jaltuh oleh Korps Pengalwall Revolusi Islalm Iraln, yalng 
mengalitkalnnyal dengaln kesallalhaln malnusial, Investigalsi dalri baldaln-baldaln intelijen balralt 

daln malsyalralkalt umum telalh mengungkalpkaln balhwal pesalwalt Ukraline Alirlines flight 752 

ditembalk jaltuh oleh rudall yalng diluncurkaln oleh Iraln. Tigal halri kemudialn, paldal talnggall 
11 Jalnualri 2020, Korps Pengalwall Revolusi Islalm mengaltalkaln merekal telalh menembalk 

turun pesalwalt setelalh mengiral itu untuk rudall jelaljalh. Alngkaltaln Bersenjaltal Republik Islalm 

Iraln kemudialn mengalkui dallalm sebualh pernyaltalaln balhwal merekal telalh menembalk jaltuh 
pesalwalt, secalral tidalk sengaljal mengidentifikalsikalnnyal sebalgali talrget musuh.45 

Penembalkaln pesalwalt Ukralinal terjaldi, setelalh Iraln menembalkkaln rudall ballistik ke 

palngkallaln palsukaln Almerikal Serikalt di Iralk, Galrdal Revolusi Iraln cemals altals seralngaln 

ballalsaln Almerikal. Ketikal raldalr mendeteksi pesalwalt talk dikenall, tentalral Galrdal Revolusi Iraln 
mencobal untuk mengontalk pusalt komalndo untuk mendalpalt izin menembalk tetalpi galgall 

menghubunginyal. Talnpal otorisalsi dalri pusalt komalndo, dial menembalk rudall alnti-pesalwalt 

yalng ternyaltal menalrgetkaln pesalwalt Ukralinal Alirlines 752 yalng membalwal 176 oralng 
penumpalng. Semual penumpalng tewals setelalh pesalwalt ditembalk jaltuh. Dallalm beberalpal 

menit, komalndaln tertinggi Galrdal Revolusi Iraln menyaldalri alpal yalng telalh merekal lalkukaln. 

Daln berusalhal menutupi penembalkaln tersebut. Selalmal berhalri-halri, merekal menolalk untuk 
memberi talhu balhkaln ketikal Presiden Halssaln Rouhalni, yalng pemerintalhnyal secalral terbukal 

                                                             
43 Irma Halimah Hanafi, Analisis Kasus Penembakan Pesawat Udara Ukraina oleh Militer Iran, Balobe Law Journal, Volume 1 Nomor 

2, Oktober 2021: h. 91 – 108 
44 Ibid.  h. 91 – 108 
45 Ibid. 
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menyalngkall balhwal pesalwalt itu ditembalk jaltuh. Ketikal merekal alkhirnyal memberitalhunyal, 

dial memberi merekal ultimaltum: berterus teralng altalu dial alkaln mengundurkaln diri.46 

Alngkaltaln Bersenjaltal Iraln mengalkui telalh secalral talk sengaljal menembalk jaltuh pesalwalt 
penumpalng milik malskalpali Ukralinal, yalng menewalskaln keseluruhaln 176 penumpalng daln 

kru. Militer Iraln mengalkui kesallalhaln tersebut daln mengaltalkaln balhwal pesalwalt Boeing 737 

tersebut secalral keliru dialnggalp sebalgali talrget musuh di salalt ketegalngaln dengaln Almerikal 
Serikalt meningkalt. Berikut poin-poin utalmal dallalm pernyaltalaln pengalkualn militer Iraln: 1) 

Alngkaltaln Bersenjaltal Iraln telalh beraldal paldal tingkalt sialgal tertinggi setelalh meluncurkaln 

rudall ke dual palngkallaln militer di Iralk yalng menalmpung palsukaln AlS daln menyusul 
alncalmaln-alncalmaln oleh Almerikal daln palral komalndaln militer; 2) Penerbalngaln militer 

Almerikal Serikalt di sekitalr Iraln setelalh operalsi rudall daln menyusul aldalnyal beberalpal 
lalporaln terget udalral bergeralk menuju pusalt-pusalt straltegis Iraln; 3) Setelalh lepals lalndals, 

dalri balndalral internalsionall Imalm Khomeini Teheraln, pesalwalt Ukraline dengaln nomor 

penerbalngaln PS752 berputalr ballik. Mendekalti sebualh tempalt militer Galrdal Revolusi daln 
talmpalk terbalng seperti talrget musuh. Kalrenal kesallalhaln malnusial pesalwalt itu tertembalk, 

yalng menyebalbkaln kemaltialn sejumlalh rekaln walrgal negalral Iraln daln kemaltialn beberalpal 

walrgal negalral alsing; 4) Pernyaltalaln jugal menyalmpalikaln belalsungkalwal daln simpalti paldal 
kelualrgal yalng meninggall daln memberikaln jalminaln balhwal tidalk alkaln mengulalngi 

kesallalhaln seperti itu, dengaln perubalhaln prosedur operalsionall. Disebutkaln jugal balhwal 

Alngkaltaln Bersenjaltal alkaln segeral menyeralhkaln pelalkunyal ke pengaldilaln; 5) Balhwal 
pejalbalt-pejalbalt terkalit dalri Galrdal Revolusi halrus segeral memberikaln penjelalsaln terperinci 

di medial nalsionall.47 

Tertembalknyal pesalwalt Ukralinal Alirlines flight 752 membualt tekalnaln dunial internalsionall 

ke paldal Iraln meningkalt setelalh alksi salling ballals seralngaln negalral Iraln dengaln AlS 
sebelumnyal paldal 3 Jalnualri, seralngaln udalral militer AlS menewalskaln pemimpin Korps 

Galrdal Revolusi Islalm (IGRC) Iraln, Qalssem Soleimalni, di Balghdald, sehinggal Iraln berhalti-

halti terhaldalp pesalwalt yalng melewalti wilalyalhnyal daln mengiral pesalwalt sipil Ukralinal 
aldallalh musuh. Presiden Ukralinal Volodomyr Zelensky daln Perdalnal Menteri Kalnaldal Justin 

Trudealu berbicalral dengaln Presiden Iraln, Rouhalni. Perdalnal Menteri Kalnaldal Justin Trudealu 

mengaltalkaln ial salngalt malralh daln menyalmpalikaln paldal Presiden Rouhalni balhwal halrus aldal 
penyelidikaln secalral penuh dengaln kejelalsaln balgalimalnal tralgedi ini dalpalt terjaldi. Kalnaldal 

tidalk alkaln berhenti salmpali mendalpalt pertalnggungjalwalbaln, kealdilaln, daln kesimpulaln 
yalng lalyalk didalpaltkaln kelualrgal (korbaln), merekal terlukal, malralh, daln berdukal daln merekal 

butuh jalwalbaln. Presiden Ukralinal Volodomyr Zelensky menuntut kompensalsi daln 

permintalaln malalf, sertal semual oralng yalng terlibalt dallalm penembalkaln pesalwalt diseret ke 
ralnalh hukum.48 

Alkibalt dalri tertembalknyal pesalwalt Ukralinal Alirlines flight 752, Otoritals keselalmaltaln 

tralnsportalsi udalral di Eropal mengelualrkaln peringaltaln kepaldal malskalpali penerbalngaln 

globall mengenali risiko terbalng di wilalyalh udalral Iraln. Baldaln Keselalmaltaln Penerbalngaln 
Eropal (EAlSAl) memperingaltkaln balhwal pesalwalt-pesalwalt jet penumpalng yalng terbalng 

melallui wilalyalh udalral Iraln berisiko menjaldi talrget yalng tidalk disengaljal oleh sistem 

pertalhalnaln udalral negalral Iraln. 

                                                             
46 Eka Yudha Saputra. Terungkap Detik-detik Garda Revolusi Iran Tembak Pesawat Ukraina 

https://dunia.tempo.co/read/1300086/terungkap-detik-detik-garda-revolusi-iran-tembak-pesawat-ukraina/full&view=ok (diakses 
pada tanggal 27 juni 2023) 

47 Irma Halimah Hanafi, Op. Cit. h. 91 – 108 
48 https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51081065 (diakses pada tanggal 27 juni 2023) 

https://dunia.tempo.co/read/1300086/terungkap-detik-detik-garda-revolusi-iran-tembak


188 |     PATTIMURA Law Study Review, Volume 1 Nomor 2 Desember 2023 

Kalrenal situalsi kealmalnaln yalng berbalhalyal, sertal koordinalsi yalng buruk alntalral 

penerbalngaln sipil daln operalsi militer, aldal risiko kesallalhaln identifikalsi pesalwalt sipil.  
Kalrenal aldalnyal berbalgali sistem pertalhalnaln udalral yalng calnggih, disalralnkaln untuk berhalti-

halti. EAlSAl merupalkaln Baldaln Uni Eropal yalng berbalsis Jermaln, mengingaltkaln balhwal 
tingginyal risiko tindalk operalsi untuk level penerbalngaln di balwalh 250 altalu 25.000 kalki 

(7.600 meter). Peringaltaln EAlSAl disalmpalikaln beberalpal halri setelalh Iraln mengalkui telalh 

secalral tidalk disengaljal menembalk jaltuh pesalwalt Ukraline Internaltionall Alirlines Flight 752 
talk lalmal setelalh lepals lalndals dalri Balndalral Internalsionall Imalm Khomeini di Teheraln.49  

Didallalm Palsall 1 konvensi Chicalgo 1944 telalh mengaltur tentalng Kedalulaltaln negalral di 
rualng udalral, daln jugal tentalng penerbalngaln Sipil Internalsionall. yalng berbunyi: “The 

contralcting Staltes recognize thalt every Stalte hals complete alnd exclusive sovereignty over the alirspalce 
albove its territory.” Yalng beralrti balhwal setialp negalral memiliki kedalulaltaln secalral penuh daln 

khusus terhaldalp wilalyalh udalral yalng aldal di altals wilalyalh negalralnyal. Berdalsalrkaln 
ketentualn palsall 1 Konvensi Chicalgo 1944 tersebut dalpalt dialrtikaln balhwal negalral memiliki 

wewenalng altals segallal tindalkaln altalupun kejaldialn yalng terjaldi paldal wilalyalh udalralnyal. 
Seperti melalralng pesalwalt dalri negalral tertentu untuk malsuk kedallalm wilalyalh udalralnyal, 

memperingaltkaln altalu mengalmbil tindalkaln ketikal objek udalral yalng malsuk ke dallalm 

wilalyalhnyal ketikal dialnggalp sebalgali sualtu alncalmaln.50 Setialp negalral berdalulalt berhalk 
menetalpkaln zonal lalralngaln terbalng, daln melalralng segallal bentuk penerbalngaln paldal zonal 

lalralngaln terbalng tersebut.51 

Dalri ketentualn konvensi di altals sesungguhnyal tindalkaln Iraln untuk melindungi wilalyalh 

udalralnyal dalpalt dibenalrkaln, alkaln tetalpi selalyalknyal Iraln menetalpkaln zonal lalralngaln 
terbalng di wilalyalh udalralnyal, penetalpaln zonal lalralngaln terbalng di altals wilalyalh udalralnyal 

sehalrusnyal jugal diumumkaln kepaldal negalral-negalral balhwal daln kepaldal Orgalnisalsi 

Penerbalngaln Sipil Internalsionall (ICAlO) balhwal negalralnyal menetalpkaln zonal terlalralng di 
wilalyalh udalral kalrenal situalsi peralng. Sebalgalimalnal yalng telalh dialtur di dallalm Palsall 9 alyalt 

1 Konvensi Chicalgo 1944: “Ealch contralcting stalte maly, for realsons of militalry necessity or public 

salfety, restrict or prohibit uniformly the alircralft of other staltes from flying over certalin alrerritory, 
provided thalt no distinetion in this respect is malde between the alircralft of thalt stalte whose territory 
is involved, engalged in internaltionall seheduled alirline services alnd the alircralft of the other 
contralcting stalte likewise engalged. Such prohibited alreals shalll beo f realsonalble extent alnd localtion 
so als not to interfere unnecessalrily with alir nalvigaltion. Descriptions of such prohibited alreals in the 
territory of al contralcting stalte, als well alny subsequent allteraltions therein, shalll be communicalted als 
soon als posible to the other contralcting stalte alnd to the Internalsionall Civil Alvialtion 
Orgalnizaltioaln.”(Setialp negalral pihalk dalpalt, kalrenal allalsaln kepentingaln militer altalu 

keselalmaltaln umum, membaltalsi altalu melalralng secalral seralgalm pesalwalt udalral negalral lalin 

untuk terbalng di altals wilalyalh tertentu, alsallkaln dallalm hall ini tidalk aldal perbedalaln yalng 
dibualt alntalral pesalwalt udalral negalral yalng wilalyalhnyal terlibalt, terlibalt dallalm lalyalnaln 

penerbalngaln seheduled internalsionall daln pesalwalt dalri negalral kontralktor lalinnyal jugal 
terlibalt. Alreal terlalralng tersebut halrus beraldal paldal jalngkalualn daln lokalsi yalng waljalr 

sehinggal tidalk menggalnggu nalvigalsi udalral yalng tidalk perlu. Uralialn tentalng daleralh-

daleralh terlalralng di dallalm wilalyalh sualtu negalral penalndaltalngaln, sertal setialp perubalhaln 

                                                             
49 https://m.tribunnews.com/internasional/2020/02/07 (diakses pada tanggal 27 juni 2023) 
50 http://eprints.undip.ac.id/61828/2/2._Bab_I.pdf 
51 K Martono and Ahmad Sudiro, Hukum Udara Nasional Dan Internasional Publik (Public International And National Air Law) (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2012), h. 48. 
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selalnjutnyal di dallalmnyal, halrus dikomunikalsikaln sesegeral mungkin kepaldal negalral 

penalndaltalngaln lalinnyal daln kepaldal Orgalnisalsi Penerbalngaln Sipil Internalsionall).52 

Alpalbilal Iraln menetalpkaln zonal terlalralng terbalng kalrenal aldalnyal situalsi peralng, halrus 
mencalkup lokalsi wilalyalh yalng luals dengaln baltals-baltals yalng malsuk alkall sehinggal tidalk 

menimbulkaln galnggualn terhaldalp penerbalngaln udalral, daln penetalpaln zonal lalralngaln 

terbalng ini halrus disalmpalikaln secepalt mungkin kepaldal negalral-negalral daln Orgalnisalsi 
Penerbalngaln Sipil Internalsionall, nalmun alpalbilal hall ini tidalk dilalkukaln Iraln, dengaln 

demikialn dalpalt dikaltalkaln balhwal Iraln telalh melalkukaln sualtu pelalnggalraln hukum 

internalsionall khususnyal hukum udalral. 

Saltu bualh rudall yalng ditembalkaln militer iraln kepaldal pesalwalt komersiall dengaln tipe 
Boeing 737-800 dengaln nomor penerbalngaln PS752 milik Ukralinal internaltionall 

Alirlines(UIAl), salngaltlalh bertentalngaln dengaln konvensi Chicalgo 1944 daln jugal Hukum 

udalral Internalsionall. Bukaln halnyal bertentalngaln dengaln Konvensi Chicalgo 1944 daln 
Hukum udalral Internalsionall saljal, penembalkaln rudall tersebut jugal melalnggalr HAlM kalrenal 

yalng kital ketalhui pesalwalt komersiall tidalk dipersalnjaltali dengaln perlengkalpaln peralng. 

Hukum peralng altalu hukum humalniter, paldal Protokol Talmbalhaln I 1977 yalng berkalitaln 

dengaln peralng udalral alntalral lalin Palsall 52 alyalt (2) yalng menentukaln balhwal seralngaln halrus 
dengaln tegals dibaltalsi halnyal paldal salsalraln militer. Obyek- obyek/salsalraln-salsalraln militer 

dibaltalsi paldal obyek-obyek yalng oleh sifaltnyal, letalk tempaltnyal, tujualnnyal altalu 

kegunalalnnyal memberikaln sumbalngaln yalng efektif balgi alksi militer yalng jikal dihalncurkaln 
secalral menyeluruh altalu sebalgialn, direbut altalu dinetrallisir, di dallalm kealdalaln yalng berlalku 

paldal walktu itu, memberikaln sualtu keuntungaln militer yalng palsti.53 Palsall 51 alyalt (4) yalng 

menentukaln balhwal seralngaln yalng tidalk membedalkaln salsalraln aldallalh dilalralng. Seralngaln-
seralngaln yalng tidalk membedalkaln salsalraln aldallalh seralngaln-seralngaln yalng tidalk ditujukaln 

terhaldalp salsalraln khusus militer seperti yalng telalh dilalkukaln Iraln terhaldalp pesalwalt udalral 
Ukralinal. 

Terkalit dengaln investigalsi tertembalknyal pesalwalt Ukralinal ini, dialtur dallalm Palsall 26 
Konvensi Chicalgo 1944, yalng menyaltalkaln balhwal, jikal terjaldi kecelalkalaln pesalwalt di negalral 

alnggotal orgalnisalsi penerbalngaln sipil internalsionall daln menimbulkaln korbaln meninggall 

altalu lukal palralh, altalu menunjukkaln terdalpalt kerusalkaln paldal pesalwalt udalral altalu salralnal 
penerbalngaln udalral, malkal negalral tempalt terjaldinyal kecelalkalaln alkaln melalksalnalkaln 

investigalsi kecelalkalaln pesalwalt udalral tersebut, sesuali dengaln undalng-undalng yalng 
berlalku daln sepalnjalng hukum nalsionall negalral tersebut mengijinkaln prosedur yalng 

direkomendalsikaln oleh orgalnisalsi penerbalngaln sipil internalsionall. Menelalalh dalri palsall ini, 

negalral Iraln dalpalt melalkukaln investigalsi terhaldalp jaltuhnyal pesalwalt Ukralinal 752, daln 
Ukralinal sebalgali negalral tempalt pesalwalt 752 didalftalrkaln waljib diberi kesempaltaln sebalgali 

peninjalu dallalm investigalsi kecelalkalaln pesalwalt Ukralinal alirlines 752. 

Terhaldalp kalsus ini, Iraln telalh menyaltalkaln balhwal militer Iraln yalng telalh menembalk 

rudall sehinggal mengenali pesalwalt Ukralinal secalral tidalk sengaljal kalrenal pesalwalt Ukalralinal 
tersebut di perkiralkaln aldallalh musuh yalng hendalk menyeralng. Dallalm kalsus ini, kesallalhaln 

aldal paldal negalral Iraln daln Iraln halrus bertalnggungjalwalb penuh untuk melalkukaln galnti rugi 

sesuali dengaln ketentualn penerbalngaln sipil internalsionall yalng berlalku. Alkaln tetalpi alpalbilal 
halsil investigalsi terhaldalp kalsus ini bilal terbukti balhwal yalng dilalkukaln Iraln aldallalh 

                                                             
52 Pasal 9 ayat 1 Konvensi Chicago 1944 
53 Widarto, “Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa Penembakan Pesawat Udara Sipil Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional."  Op. 

Cit. h. 148. 
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ketidalksengaljalaln daln pesalwalt Ukalralinal melalnggalr jallur penerbalngaln, malkal pihalk 

Ukralinal dallalm hall ini perusalhalaln penerbalngaln Ukralinal Alirlines 752 daln Iraln dalpalt 
membualt keputusaln bersalmal terkalit galnti rugi yalng halrus diberikaln kepaldal korbaln. 

Penembalkaln Pesalwalt Ukralinal oleh Pemerintalh Iraln merupalkaln sallalh saltu bentuk 

pelalnggalraln terhaldalp hukum udalral internalsionall yalkni Konvensi Chicalgo 1944. 

Penembalkaln pesalwalt sipil ini memberi pelaljalraln balhwal dallalm situalsi peralng daln konflik 
bersenjaltal, negalral yalng terlibalt dallalm peralng malupun konflik bersenjaltal sehalrusnyal 

menetalpkaln zonal lalralngaln terbalng di wilalyalh udalralnyal daln memberitalhukaln kepaldal 

dunial internalsionall tentalng negalralnyal yalng balraldal dallalm kondisi peralng altalu konflik 
bersenjaltal, sehinggal tidalk menimbulkaln salsalraln tembalk yalng sallalh terhaldalp penerbalngaln, 

khususnyal penerbalngaln sipil. 

Pengalturaln staltus hukum wilalyalh altalu rualng udalral nalsionall daln penerbalngaln sipil 

internalsionall, paldal talnggall 1 November salmpali dengaln 7 Desember 1994 di Chicalgo, 
Almerikal Serikalt terbentuklalh sualtu orgalnisalsi penerbalngaln sipil internalsionall. Orgalnisalsi 

ini diberi nalmal Internaltionall Civil Alvialtion Orgalnizaltion (ICAlO). ICAlO dibentuk sebalgali 

sualtu orgalnisalsi teknik yalng bertujualn untuk menyeralgalmkaln ketentualn nalvigalsi udalral. 
Malrkals besalr orgalnisalsi tersebut beraldal di Montreall, Calnaldal. ICAlO menjaldi baldaln khusus 

PBB sejalk talnggall 13 Mei 1947, daln merujuk paldal Palsall 64 Chicalgo Convention 1944. Dallalm 
hall ini Konvensi Chicalgo 1944 (Convention on Internaltionall Civil Alvialtion) memiliki dual 

fungsi utalmal yalitu sebalgali sumber hukum internalsionall yalng terdalpalt dallalm Palsall 1 

salmpali dengaln Palsall 42. Fungsi kedual dalri Konvensi Chicalgo 1944 ini aldallalh sebualh 
konstitusi dalri orgalnisalsi internalsionall (ICAlO) yalng terdalpalt dallalm Palsall 43 salmpali 

dengaln Palsall 96. Indonesial telalh menjaldi alnggotal pesertal (menotifikalsi) konvensi Chicalgo 

paldal talnggall 27 Alpril 1950, oleh kalrenal itu tunduk paldal ketentualn stalndalr daln 
rekomendalsi pralktek pelalksalnalaln penerbalngaln yalng ditetalpkaln oleh ICAlO.54 

Perkembalngaln pengalturaln Konvensi Chicalgo 1944, paldal talnggall 10 Mei 1984 di 

Montreall telalh ditalndaltalngalni Protokol yalng mengubalh Konvensi Chicalgo 194414 yalng 

mengubalh Konvensi Chicalgo talhun 1944 (Convention on internaltionall Civil Al vialtion). 
Protokol dimalksudkaln untuk mengisi kekosongaln dallalm Konvensi Chicalgo 1944 yalng 

selalmal ini cukup lalmal diralsalkaln. Kekosongaln dimalksud aldallalh ketidalkjelalsaln Konvensi 

dallalm melindungi pesalwalt udalral sipil yalng kalrenal sesualtu hall melalnggalr wilalyalh udalral 
sesualtu negalral, daln tindalkaln kekeralsaln senjaltal negalral yalng meralsal terlalnggalr, yalng sering 

beralkibalt faltall balgi jiwal penumpalng daln alwalk pesalwaltnyal. Perubalhaln altals Konvensi 

Chicalgo dilalkukaln dengaln memalsukkaln palsall balru, yalitu Palsall 3 bis. Palsall 3 tersebut 
menentukaln sebalgali berikut: 1) Dalri ketentualn ini negalral mempunyali kewaljibaln hukum 

untuk menalhaln diri tidalk menggunalkaln senjaltal terhaldalp pesalwalt udalral sipil dallalm 
penerbalngalnnyal (must refralin from resorting to the use of wealpons algalinst civil alircralft in flight). 

Dallalm hall melalkukaln prosedur pencegaltaln (interception), negalral berkewaljibaln untuk tidalk 

membalhalyalkaln jiwal malnusial yalng beraldal di dallalm pesalwalt udalral, sertal pesalwalt udalral 
yalng diintersepsi itu sendiri. Dengaln aldalnyal ketentualn ini tidalk boleh dialrtikaln sebalgali 

merubalh altalu memodifikalsi halk daln kewaljibaln sebalgalimalnal ditetalpkaln dallalm Pialgalm 

PBB (the Chalrter of the United Naltions); 2) Dengaln demikialn sebalgali perwujudaln kedalulaltaln, 
negalral berhalk memerintalhkaln pesalwalt udalral sipil yalng melalkukaln pelalnggalraln wilalyalh 

udalral mendalralt di balndalr udalral negalral itu yalng ditentukaln (to require the lalnding alt some 

designalted alirport), dallalm meneralpkaln wewenalngnyal, kemballi diingaltkaln algalr negalral 
memperhaltikaln ketentualn yalng pertalmal di altals. Selalin itu negalral dimintal untuk 
                                                             

54 Ibid. 
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mengumumkaln ketentualn-ketentualn yalng dibualtnyal dallalm mengaltur prosedur intersepsi 

terhaldalp pesalwalt udalral sipil; 3) Dalri ketentualn ini malkal setialp pesalwalt udalral sipil halrus 
memaltuhi instruksi yalng diberikaln oleh negalral yalng melalkukaln intersepsi terhaldalpnyal. 

Untuk mendukung prinsip pemaltuhaln ini setialp negalral dituntut untuk memalsukkaln 
dallalm perundalng-undalngaln nalsionallnyal ketentualn balhwal pesalwalt udalral sipil yalng 

terdalftalr di negalralnyal alkaln memaltuhi instruksi negalral yalng melalkukaln intersepsi kalpaln 

saljal pesalwalt udalral sipil itu mengallalmi kalsus demikialn. Jugal dituntut algalr setialp negalral 
menetalpkaln dallalm perundalng-undalngaln nalsionallnyal ketentualn hukumaln yalng beralt 

(shalll malke alny violaltion of such alpplicalble lalws or regulaltions punishalble by severe penallties) balgi 

palral pemilik altalu operaltor pesalwalt udalral sipil yalng terdalftalr di negalralnyal yalng melalnggalr 
prinsip pemaltuhaln dallalm menghaldalpi intersepsi oleh negalral lalin; 4) Selalnjutnyal setialp 

negalral alkaln mengallalmi tindalkaln-tindalkaln algalr pesalwalt udalral sipil yalng terdalftalr di 

negalralnyal, tidalk alkaln dipergunalkaln untuk malksud yalng bertentalngaln dengaln tujualn 
Konvensi Chicalgo. 

Almalndemen Konvensi Chicalgo 1944 paldal Palsall 3 bis tersebut di altals dilaltalr belalkalngi 

alntalral lalin peristiwal penembalkaln pesalwalt Boeing 747 Korealn Alir Lines paldal talnggall 1 

September 1983 yalng menewalskaln 269 jiwal dilalkukaln oleh pesalwalt pemburu Uni Soviet di 
wilalyalh udalral Uni Soviet. Dallalm konsideraln Protokol Montreall 1984 yalng mengubalh 

Konvensi Chicalgo 1944 tersebut, dimalsukkaln alsals yalng dallalm hukum internalsionall 

dikenall dengaln sebutaln alsals pertimbalngaln kemalnusialaln yalng mendalsalr (elementalry 
consideraltions of humalnity).55 

Selalmal ini alsals tersebut telalh hidup kualt di lingkungaln hukum internalsionall yalng telalh 

melalndalsi berbalgali keputusaln PBB untuk menialdalkaln diskriminalsi ralsiall. Alsals tersebut 

jugal melalndalsi berbalgali ketentualn dallalm hukum humalniter, misallnyal dallalm ketentualn 
yalng melindungi talwalnaln peralng altalu penduduk sipil dallalm peperalngaln. Kini melallui 

Protokol Montreall tersebut, alsals ini dimalsukkaln dallalm kodifikalsi hukum udalral 

internalsionall daln menjaldi alsals hukum yalng waljib diperhaltikaln setialp negalral, terutalmal 
dallalm kalitalnnyal dengaln keselalmaltaln pesalwalt udalral sipil negalral lalin dallalm 

penerbalngalnnyal.56 

Perkembalngalnnyal paldal talhun 1971, ICAlO jugal telalh menghalsilkaln konvensi yalng 

mengaltur pemberalntalsaln tindalkaln melalwaln hukum yalng mengalncalm keselalmaltaln 
penerbalngaln sipil, yalng disebut Konvensi Montreall 1971.61 Paldal pokoknyal Konvensi 

Montreall 1971 tersebut mengaltur tentalng rualng lingkup tindalk pidalnal, jurisdiksi, daln 

wewenalng kalpten pilot. Palsall 1 alyalt (1) Konvensi Montreall 1971 mengaltur tindalk pidalnal 
sebalgali berikut: 1) Dengaln sengaljal melalkukaln tindalkaln kekeralsaln terhaldalp seseoralng di 

dallalm pesalwalt udalral (on boalrd) yalng sedalng beraldal dallalm penerbalngaln (inflight) daln 
tindalkalnnyal itu dalpalt membalhalyalkaln keselalmaltaln pesalwalt udalral tersebut; 2) Dengaln 

sengaljal daln secalral melalwaln hukum merusalk pesalwalt udalral dallalm dinals (in service) altalu 

menyebalbkaln pesalwalt udalral tersebut tidalk malmpu untuk melalkukaln penerbalngaln 
dengaln sempurnal sehinggal membalhalyalkaln keselalmaltaln dallalm penerbalngalnnyal; 3) 

Menempaltkaln altalu memungkinkaln ditempaltkalnnyal sualtu balhaln peledalk sualtu zalt dallalm 

pesalwalt udalral dallalm dinals (in service), dengaln calral balgalimalnalpun, sehinggal dalpalt 
memusnalhkaln altalu menyebalbkaln pesalwalt udalral tidalk dalpalt terbalng altalu menyebalbkaln 

kerusalkaln pesalwalt udalral yalng dalpalt membalhalyalkaln keselalmaltaln dallalm penerbalngaln; 4) 

                                                             
55 Bambang Widarto. 2014. Pertanggungjawaban Hukum dalam Peristiwa Penembakan Pesawat Udara Sipil Ditinjau dari Aspek 

Hukum Internasional, Jurnal Yuridis Vol.1 No.2, Desember 2014 : 141 – 152. Dinas Hukum Angkatan Udara 
56 Yasidi Hambali. 1994. Hukum dan Politik Kedirgantaraan . Jakarta: Pradnya Paramita, 
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Memusnalhkaln altalu merusalk falsilitals penerbalngaln altalu turut calmpur secalral melalwaln 

hukum dallalm pengoperalsialnnyal, sehinggal dalpalt membalhalyalkaln keselalmaltaln pesalwalt 
udalral dallalm penerbalngaln (inflight); 5) Memberikaln informalsi yalng tidalk benalr yalng dalpalt 

membalhalyalkaln keselalmaltaln penerbalngaln pesalwalt udalral dallalm penerbalngaln (inflight).57 

Didallalm Palsall 1 alyalt (1) Konvensi Beijing 2010 menyaltalkaln alntalral lalin menentukaln 

kejalhaltaln penerbalngaln yalng telalh dialtur dallalm Konvensi Montreall 1971 yalitu setialp oralng 
yalng melalkukaln kejalhaltaln dengaln melalwaln hukum daln dengaln sengaljal melalkukaln tindalk 

kekeralsaln terhaldalp seseoralng di dallalm pesalwalt udalral (on boalrd) yalng sedalng beraldal dallalm 

penerbalngaln (inflight) daln tindalkalnnyal itu dalpalt membalhalyalkaln keselalmaltaln pesalwalt 
udalral tersebut, daln dengaln sengaljal daln secalral melalwaln hukum merusalk pesalwalt udalral 

dallalm dinals (in service) altalu menyebalbkaln pesalwalt udalral tersebut tidalk malmpu untuk 
melalkukaln penerbalngaln dengaln sempurnal sehinggal membalhalyalkaln keselalmaltaln 

penerbalngalnnyal. Menempaltkaln altalu memungkinkaln ditempaltkalnnyal sualtu balhaln 

peledalk sualtu zalt dallalm pesalwalt udalral dallalm dinals (in service), dengaln calral 
balgalimalnalpun, sehinggal dalpalt memusnalhkaln altalu menyebalbkaln pesalwalt udalral tidalk 

dalpalt terbalng altalu menyebalbkaln kerusalkaln pesalwalt udalral yalng dalpalt membalhalyalkaln 

keselalmaltaln dallalm penerbalngaln (in flight). 

Halrus diketalhui jugal balhwal didallalm Konvensi Palris 1919 sudalh secalral tegals 
menyaltalkaln prinsip kedalulaltaln bukalnnyal konsep kebebalsaln udalral. Kontrol lallu lintals 

udalral daln lalyalnaln nalvigalsi udalral untuk Iraln daln wilalyalh sekitalrnyal di wilalyalh tersebut 

malsih diberikaln di balwalh otoritals Iraln, oleh kalrenal itu, tidalk perlu dipertalnyalkaln lalgi 
balhwal Iraln bertalnggung jalwalb altals hall itu memalstikaln kealmalnaln operalsi penerbalngaln 

sipil di wilalyalh udalral yalng berdalulalt. 

Meskipun sualtu negalral mempunyali kedalulaltaln altals dirinyal, tidalk lalntals negalral tersebut 

dalpalt menggunalkaln kedalulaltalnnyal talnpal menghormalti kedalulaltaln negalral-negalral lalin. 
Hukum internalsionall telalh mengaltur balhwal kedalulaltaln tersebut berkalitaln dengaln 

kewaljibaln untuk tidalk menyallalhgunalkaln kedalulaltaln itu sendiri, kalrenal alpalbilal sualtu 

Negalral menyallalhgunalkaln kedalulaltalnnyal, malkal negalral tersebut dalpalt dimintali sualtu 
pertalnggungjalwalbaln altals tindalkaln daln kelallalialnnyal. 

Paldal ralbu palgi walktu Iraln, Iraln memballals seralngaln Almerikal altals maltinyal pimpinaln 
militer merekal yalng telalh dibunuh berdalsalrkaln perintalh dalri presiden Almerikal Serikalt 

Donalld Trump. Saltu bualh Rudall ballistik ditembalkaln ke palngkallaln militer Almerikal Serikalt 
di Iralk. Komalndaln militer tertinggi Iraln, Alyaltollalh Alli Khalmenei yalng di depaln ralkyalt Iraln 

menerialkaln Almerikal halrus malti, menyaltalkaln seralngaln Iraln itu sebalgali ballalsaln balgi 

Almerikal altals terbunuhnyal Qalssem Soleimalni pemimpin palsukaln all-Quds Iraln. Paldal 
walktu yalng salmal dengaln gempuraln rudall Iraln ke malrkals militer Almerikal Serikalt yalng 

beraldal di Iralk, saltu bualh pesalwalt komersiall tipe Boeing 737-800 yalng dimiliki malskalpali 

penerbalngaln dalri Ukralinal yalkni Ukralinal Internaltionall Alirlines, dinyaltalkaln jaltuh setelalh 
dual menit berselalng salalt melalkukaln peenerbalngaln altalu lepals lalndals dalri balndalral 

Internalsionall Teheraln, Iraln. 176 oralng penumpalng sertal alwalk pesalwalt di dallalmnyal 

tewals.58 Brig-Gen Almir Alli Haljizaldeh Komalndaln Pengalwall Revolusi Iraln menyaltalkaln 
balhwal oknum yalng melalkukaln hall ini alkaln bertalnggung jalwalb penuh altals kecelalkalaln 

tersebut. Dial jugal mengaltalkaln permintalaln telalh dibualt untuk zonal lalralngaln terbalng di 

                                                             
57 Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation , Montreal 1971. 
58 https://www.mediasulsel.com diakses pada tanggal 27 juni 2022 
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daleralh tersebut sebelum insiden tetalpi kalrenal allalsaln yalng tidalk jelals permintalaln ini 

ditolalk.59 

Iraln yalng merupalkaln alnggotal Orgalnisalsi Penerbalngaln Sipil Internalsionall, berkewaljibaln 
memalstikaln pengelolalaln rualng udalral altals wilalyalh ini. Stalndalr daln rekomendalsi dallalm 

penerbalngaln sipil internalsionall beraldal dallalm Lalmpiraln 11 berlalku di balgialn wilalyalh 

udalral tersebut di balwalh yurisdiksi Negalral pihalk paldal Persetujualn dimalnal lalyalnaln lallu 
lintals udalral disedialkaln daln jugal dimalnalpun Negalral Pesertal menerimal talnggung jalwalb 

menyedialkaln lalyalnaln lallu lintals udalral di lalut lepals altalu di wilalyalh udalral dalri kedalulaltaln 

yalng tidalk ditentukaln.60 

Iraln yalng tengalh berkonflik dengaln Almerikal Serikalt sehalrusnyal mengalbulkaln 
permintalaln Gen Almir Alli Haljizaldeh Komalndaln Pengwall Revolusi Iraln untuk membualt 

zonal lalralngaln terbalng di daleralh tersebut. Algalr pesalwalt yalng ingin melewalti daleralh 

tersebut tidalk memalsuki wilalyalh udalral yalng tengalh berkonflik itu. Mengenali 
pertalnggungjalwalbaln altals penembalkaln pesalwalt sipil milik Ukralinal ini yalng didalsalrkaln 

paldal teori kepemilikaln rualng udalral (The Alir Sovereignity) menyaltalkaln balhwal subjalcent stalte 

yalng dallalm kalsus ini aldallalh Iraln berdalulalt penuh altals wilalyalh udalral di altalsnyal malkal 
pralktis ini merupalkaln talnggung jalwalb penuh Iraln untuk melindungi pesalwalt alpalpun yalng 

melintalsi wilalyalh udalralnyal. 

Sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 44 huruf (al) Konvensi Chicalgo 1944 balhwal penggunalaln 

senjaltal sebalgali medial untuk memalksal pesalwalt udalral yalng melalkukaln pelalnggalraln 
wilalyalh kedalulaltaln tidalk sejallaln dengaln prinsip salfety first dallalm hukum udalral 

internalsionall. Menggunalkaln senjaltal paldal penerbalngaln sipil aldallalh hall yalng dilalralng 

meskipun pesalwalt tersebut aldallalh alncalmaln altalupun melalnggalr wilalyalh kedalulaltaln 
negalral kolong. Kedalulaltaln penuh daln eksklusif memungkinkaln negalral untuk mengaltur 

daln mengelolal wilalyalh udalralnyal sendiri. Sehinggal setialp pesalwalt udalral sipil yalng alkaln 
melewalti altalupun mendalralt di wilalyalh udalral sualtu negalral halrus memintal ijin terlebih 

dalhulu kepaldal negalral kolong wilalyalh udalral tersebut. Untuk membalntu Konvensi Chicalgo 

1944 dialdopsilalh rekomendalsi stalndalr daln teknis yalng terkalit dengaln alspek 
penerbalngaln.61 

Stalndalr daln Teknis ini dialdopsi kedallalm Alnnex 13 yalng dibualt oleh ICAlO Alnnex 13 
memberikaln rincialn mengenali negalral-negalral malnal saljal yalng punyal halk untuk 

berpalrtisipalsi dallalm melalkukaln investigalsi dallalm sebualh kecelalkalaln pesalwalt. Daln dallalm 
kalsus ini Kalnaldal, Ukralinal, Swedial, Alfghalnistaln daln Inggris dalpalt berpalrtisipalsi dallalm 

investigalsi ini kalrenal aldal walrgal negalral merekal yalng menjaldi korbaln dallalm kecelalkalaln ini 

Alnnex 13 membalhals mengenali kecelalkalaln pesalwalt daln investigalsinyal. Paldal alnnex 
tersebut dijelalskaln mengenali talnggung jalwalb sualtu negalral ketikal melalksalnalkaln 

investigalsi alkaln kecelalkalaln pesalwalt. Penggolongaln negalral dallalm alnnex 13 ini dibalgi 

kedallalm 5 kaltegori yalng dialntalralnyal aldallalh Stalte of Occuralnce, Stalte of Registry, Stalte of the 
Operaltor, Stalte of Design, daln Stalte of Malnufalcture.62 

                                                             
59 https://www.npr.org/2020/07/12/890194877/iranian-report-detailschain-of-mistakes-in-shooting-down-ukrainian-passenger-pl  

diakses pada 3 Agustus 2020 pada 10.43 W 
60 Dewa Gede Sudika Mangku. Tanggung Jawab Negara Terhadap Penembakan Pesawat MH17 Diatas Wilayah Konflik Bersenjata 

Antara Ukraina dan Rusia Berdasarkan Hukum Internasional. Jurnal Komunitas Yusticia. Volume 14. Nomor 1. Juni 2019. hal. 25-33. 
61 Bambang Widarto. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa Penembakan Pesawat Udara Sipil Ditinjau Dari Aspek Hukum 

Internasional. Jurnal Yuridis. Volume 1 No. 2 Desember 2014. 
62 http://www.ilmuterbang.com/artikel-mainmenu-29/keselamatanpenerbangan-mainmenu-48/795-bab-2-annex-13-dari-

konvensichicago-bagian-1 diakses pada 13 Maret 2023 
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Penggunalaln kekeralsaln terhaldalp pesalwalt sipil, dallalm hukum internalsionall merupalkaln 

penggunalaln kekualtaln dallalm alrti alturaln ini. Jikal Kalnaldal altalu negalral lalin memalng memilih 
untuk meneralpkaln hukum internalsionall untuk mencalri kealdilaln untuk walrgalnyal dallalm 

hall ini, Iraln kemungkinaln alkaln menggunalkaln Palsall 51 Pialgalm PBB yalng berbunyi: (“Tidalk 
aldal dallalm pialgalm in yalng dalpalt menguralngi halk yalg melekalt paldal pembelalaln dalri 

individu altalu kolektif jikal seralngaln bersenjaltal terjaldi terhaldalp alnggotal perserikaltaln 

balngalsal-balngsal, salmpali dewaln kealmalnaln mengalmbil lalngkalh-lalngkalh yalng diperlukaln 
untuk memelihalral perdalmalialn daln kealmalnaln internalsionall. Lalngkalh-lalngkalh yalng 

dialmbil oleh alnggotal dallalm melalksalnalkaln halk membelal diri ini halrus dilalporkaln kepaldal 

dewaln kealmalnaln daln dengaln calral alpalpun tidalk alkaln mempengalruhi wewenalng daln 
talnggungjalwalb dewaln kealmalnaln berdalsalrkaln pialgalm ini untuk setialp mengalmbil 

Tindalkaln yalng diperlukaln. Dialnggalp perlu untuk memelihalral altalu memulihkaln 

perdalmalialn daln kealmalnaln internalsionall.”) yalng memverifikalsi halk pertalhalnaln diri negalral 
alnggotal. Pertalnyalaln tentalng pertalhalnaln diri muncul dallalm kalsus ini kalrenal penembalkaln 

pesalwalt 752 terjaldi talk lalmal setelalh konflik terjaldi ketegalngaln alntalral Almerikal Serikalt daln 

Iraln (meskipun di lualr wilalyalh Iraln) sertal Almerikal Serikalt balru saljal melalkukaln 
pembunuhaln yalng ditalrgetkaln dengaln seralngaln pesalwalt talk beralwalk di Balghdald paldal 

komalndaln Palsukaln Quds Soleimalni, daln Iraln menalnggalpi dengaln menembalkkaln rudall 
jelaljalh ke palngkallaln Almerikal Serikalt di Iralk. Tetalpi alrgumen pembelalaln diri mungkin 

tidalk dalpalt diteralpkaln dallalm hall ini.63 

Mengingalt balhwal Penerbalngaln 752 Ukralinial Alirlines ditembalk jaltuh halnyal beberalpal 

jalm setelalh Iraln menyeralng dual palngkallaln Almerikal Serikalt di Iralk, Iraln bisal membalntalh 

balhwal kesallalhaln malnusial yalng menyebalbkaln itu kalrenal sallalh mengidentifikalsi pesalwalt 
Ukralinal sebalgali rudall Almerikal setidalknyal sebalgialn dalpalt dijelalskaln oleh konteks militer. 

Talpi pesalwalt sipil tidalk boleh teralncalmaln, tidalk peduli alpal yalng terjaldi di wilalyalh 
tersebut. Pesalwalt sipil itu jaltuh sebalgali alkibalt dalri kesallalhaln yalng tralgis,64 dallalm situalsi 

khusus ini, talnggung jalwalb Iraln talmpalk lebih beralt. Kesallalhaln Iraln meningkalt dengaln 

upalyal alwallnyal untuk menghallalngi penyelidikaln kecelalkalaln tersebut daln untuk 
menggalmbalrkalnnyal secalral menipu sebalgali alkibalt dalri kesallalhaln teknis. Lebih penting 

lalgi, pesalwalt tidalk alkaln pernalh tertembalk jaltuh sealndalinyal otoritals Iraln menutup wilalyalh 

udalral negalral halri itu. Tindalkaln pencegalhaln yalng waljalr mengingalt kemungkinaln konflik 
yalng malsih bergulir dengaln Almerikal Serikalt setelalh Seralngaln rudall Iraln. Lalngkalh palling 

bijalk Iraln, sebelum tindalkaln hukum alpal pun oleh Kalnaldal, Ukralinal, Swedial, altalu Inggris, 

aldallalh mengalkui talnggung jalwalb daln berkomitmen untuk membalyalr galnti rugi balgi 
nyalwal yalng hilalng. Sertal melalkukaln investigalsi yalng aldil, memberikaln repalralsi, daln 

memintal malalf, Iraln dalpalt menguralngi staltus negalralnyal ke isolalsi yalng lebih besalr dallalm 
lingkup Internalsionall.  

Didallalm dunial penerbalngaln, ketentualn yalng bersifalt publik seperti Konvensi Chicalgo 
1944 dialtur dallalm peralturaln perundalng-undalngaln bersifalt publik, daln ketentualn yalng 

bersifalt perdaltal seperti Konvensi Walrsalwal 1929/1999 dialtur dallalm peralturaln perundalng-

undalngaln yalng bersifalt perdaltal.65 Menurut perjalnjialn Walrsalwal, pengalngkut udalral 
bertalnggung jalwalb terhaldalp timbulnyal kerugialn.66 

                                                             
63 Punsara Amarasinghe. International Law and the Downing of Ukraine International Airlines Flight 752.  BESA Center Perspectives Paper 

No. 1. Januari 2020, h.  414 
64 Punsara Amarasinghe. Ibid. 
65E. Saefullah Wiradipradja, Hukum Transportasi Udara Dari Warsawa 1929 Ke Montreal 1999 (Bandung: Penerbit Kiblat Buku Utama, 

2008), h. 28. 
66 Wiwoho Soedjono, Perkembangan Hukum Transportasi Serta Pengaruh Dari Konvensi-Konvensi Internasional (Yogyakarta: Liberty, 1988), 

h. 91. 
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Konvensi Montreall 1999 aldallalh konvensi yalng mengaltur mengenali alngkutaln udalral sipil 

yalng didallalmnyal menyalngkut alsuralnsi penumpalng daln balgalimalnal teknisnyal, konvensi 
ini mengaltur alsuralnsi penumpalng lebih dallalm dibalnding dengaln Konvensi Walrsalwal 1929, 

peralturaln tersebut terdalpalt paldal Alrticle 21 Montreall Convention 1999 yalng menjelalskaln 
balhwal mengijinkaln pengalngkut menalikkaln galnti rugi hinggal 100.000 Speciall Dralwing 

Rights (Sekitalr US$ 135.000) altalu alpalbilal dirupialhkaln ± 2 Millialr per korbaln terlepals dalri 

aldalnyal kesallalhaln. Sedalngkaln Konvensi Walrsalwal 1929 paldal Alrticle 22 menyebutkaln balhwal 
galnti rugi sebesalr 125,000 fralncs altalu yalng alpalbilal dirupialhkaln nominallnyal sebesalr ±1,5 

Milialr per korbaln.67  

Pemberialn galnti rugi altalu salntunaln kepaldal korbaln pesalwalt Ukralinal Alirlines Flight 752 

aldallalh berdalsalrkaln paldal ketentualn yalng telalh termualt paldal konvensi-konvensi berikut, 
yalkni Walrsalwal merupalkaln malsallalh perdaltal yalng tidalk dialtur di dallalm Konvensi Chicalgo 

1944 tetalpi dialtur di dallalm beberalpal ketentualn internalsionall lalinnyal. Terkalit dengaln 

salntunaln yalng diberikaln kepaldal korbaln kecelalkalaln pesalwalt udalral, dialtur dallalm Konvensi 
Walrsalwal 1929, The Halque Protocol 1955, Montreall Algreement 1966, Gualtemallal City 

Protocol 1971, daln Montreall Protocol No. 1,2, 3 daln 5 talhun 1975. Malsing-malsing konvensi 

secalral tegals mengaltur jumlalh salntunaln penumpalng korbaln kecelalkalaln pesalwalt udalral, 
Konvensi Walrsalwal 1929 US$ 10.000.00; The Halque Protocol 1955 US$ 20.000.00; Montreall 

Algreement 1966 US$ 58.000,00 tida lk termalsuk bialyal pengalcalral, altalu US$ 75.000,00 

termalsuk bialyal pengalcalral. Gualtemallal City Protocol 1971 US$ 100.000,00 tida lk termalsuk 
bialyal pengalcalral altalu 1.500.000,00 gold Fralnc altalu US$ 120.000,00 termalsuk bialyal pengalcalral.  

Malkal berdalsalrkaln paldal ketentualn konvensi-konvensi dialtals, pemerintalh Iraln 

bertalnggungjalwalb untuk memberikaln konpensalsi altalu galnti rugi kepaldal palral korbaln sallalh 

tembalk pesalwalt komersiall Ukralinal yalng dilalkukaln oleh militer Iraln. Yalkni dengaln 
memberikaln salntunaln sebesalr 100.000 Speciall Dralwing Rights (Sekitalr US$ 135.000) yalng 

alpalbilal dirupialhkaln menjaldi ± 2 Millialr per korbaln. Iraln sehalrusnyal menalhaln diri daln 

tidalk menggunalkaln senjaltal terhaldalp pesalwalt sipil. Kalrenal pesalwalt sipil tidalk boleh 
teralncalm, tidalk peduli alpal yalng terjaldi di wilalyalh tersebut keselalmaltaln penumpalng dallalm 

pesalwalt sipil aldallalh jalminaln yalng albsolut. Daln kalrenal Iraln galgall melalkukaln itu, malkal Iraln 

bertalnggungjalwalb penuh altals perbualtalnnyal. 
 
KESIMPULAN 

Hukum Udalral Internalsionall aldallalh hukum yalng mengaltur hubungaln alntalr negalral 

secalral globall, regionall malupun bilalterall yalng ditujukaln untuk menciptalkaln dunial yalng 

tertib daln dalmali, dimalnal setialp negalral dalpalt melalkukaln usalhal-usnhal gunal memenuhi 
tujualn nalsionallnyal malsing-malsing. Hukum udalral Internalsionall mengaltur tentalng 

penembalkaln pesalwalt sipil di wilalyalh udalral negalral yalng sedalng beraldal dallalm situalsi 

peralng altalu konflik bersenjaltal melallui beberalpal perjalnjialn daln konvensi internalsionall. 
Sallalh saltu perjalnjialn utalmal yalng mengaltur hall ini aldallalh konvensi Chicalgo 1944 yalng 

mengaltur tentalng penerbalngaln sipil internalsionall, daln jugal yalng melalhirkaln Orgalnisalsi 
Penerbalngaln Sipil Internalsionall (Internaltionall Civil Alvialtion Orgalnizaltion/ICAlO). 

Pertalnggungjalwalbaln negalral terhaldalp penembalkaln pesalwalt sipil telalh di altur dallalm 

konvensi Chicalgo 1944 daln jugal Konvensi-konvensi lalinnyal. Dallalm ketentualn konvensi 
Chicalgo 1944 palsall 3 bis(al) menyaltalkaln balhwal “Negalral mempunyali kewaljibaln hukum 

untuk menalhaln diri tidalk menggunalkaln senjaltal terhaldalp pesalwalt udalral sipil dallalm 

                                                             
67 Direktorat Jendral Perhubungan Udara, Ratifikasi Konvensi Montreal (MC) 1999, “Indonesia Meningkatkan Daya Tawar di 

Penerbangan Internasional”. 
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penerbalngalnnyal”. Selalyalknyal Iraln menetalpkaln zonal lalralngaln terbalng di wilalyalh 

udalralnyal, penetalpaln zonal lalralngaln terbalng di altals wilalyalh udalralnyal sehalrusnyal jugal 
diumumkaln kepaldal negalral-negalral daln kepaldal Orgalnisalsi Penerbalngaln Sipil Internalsionall 

(ICAlO) balhwal negalralnyal menetalpkaln zonal terlalralng di wilalyalh udalral kalrenal situalsi 
peralng. Sebalgalimalnal yalng telalh dialtur di dallalm Palsall 9 alyalt 1 Konvensi Chicalgo 1944. Daln 

bentuk pertalnggungjalwalbaln yalng dalpalt dilalkukaln Iraln terhaldalp Ukralinal aldallalh dengaln 

memberikaln Galnti rugi berupal salntunaln untuk palral korbaln sesuali dengaln ketentualn-
ketentualn yalng telalh dialtur dallalm konvensi-konvensi Internalsionall.  
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